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GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD 
Kabupateri/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah 
terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 2014-2019; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/0TDA Tanggal 22 
Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata 
Tertib dan Alat Ke1engkapan DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten /Kota. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
TULANG BAWANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 
2014-2019. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Bhakti 
2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang segera 
me1akukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat 
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan 
tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh 
Gubernur. 

KEEMPAT	 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan 
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 1 Desllmber 2D14 

GUBERNUR LAMPUNG. 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Kepala Baden Perneriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
3. Bupati Tulang Bawang di Menggala; 
4. Jnepektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 

Research
Rectangle



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/855/B.III/HK/2014 
TANGGAL : 1 DESEMBER 2014 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKT12014-2019
 

Rumusan PenyempurnaanRumusan Raperda KeteranganNo I Materi Raperda 
4 531 I 2 

RANCANGANPERATURAN
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN TULANG BAWANG
 
NOMOR ..... TAHUN ....
 

1. I Kop dan Judul 

TENTANG 

TATATERTIB 

KopGaruda
 

KABUPATEN TULANG BAWANG
 
PROVINSI LAMPUNG
 

RANCANGAN
 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D.AERAH
 

KABUPATEN TULANG BAWANG
 
NOMOR TAHUN 2014
 

TENTANG
 

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 

MASA BHAKT12014-2019
 

Kop dan Judul disempumakan 
disesuaikan kelenluan Permendagri 
Nomor 1 Tahun 2014 dan masa 
bhakti keanggotaan DPRD. 

2. Diktum Menimbang a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor I a. 
17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaralan Rakyal, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, maka lemadap Peraluran 
DPRD Kab. Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2!'10 lenlang 
Tata Tertib DPRD Kabupalen Tulang Bawang penu ditinjau 
kembali; I b 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a lersebul diatas dan untuk 
melaksanakan kelenluan Peraluran dimaksud, perlu 
menetapkan Peraturan DPRD Kabupalen Tulang Bawang 
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang. 

bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 154,163, 165, 168, IKonsideran menimbang 
173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disempumakan. 
lenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 periu diatur mekanisme ke~a Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Tulang Bawang; 
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa 
Bhakli 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang; 

(
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3. Diklum Mengingal 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomer 4844); 

4. "F19aA9 ~hu'aR§ ~IOFRGF 33 TahwR ~9g4 teRtilR§ (29AFA~aAgaR KeuBngaR 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemennlahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Pemenntah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

-

5. Undang·Undang Nomor 2Tahun 2008 lenlang Partai PoliUk (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimna tslah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
NJmor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5234); 

. 

7. Undang-Undang Nemor 22 Tahun 2014 lenlang Pemilihan Gubemur, Bupali, 
dan Walikola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 243, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5586) sebagaimana 
lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-IJndang Nomor 1 
Tahun 2014 (Le,-nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5588); 

11.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keliga 
atas Peraluran Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

-

- Konsideran mengingal 
angka 3, 5, 6, 10 dan 
angka 11 
disempumakan. 

- Angka 4, 9, 10 dan 
angka 11 dihilangkan. 

- Pengetikan sesuai 
dengan hirarki 
pellJndang-undangan. 

, 

&lAtera PSJRSAAl:ah Pusat daR POFR9RAtahaA Qaorah (b9m~araA tlegaFa 
RepwlJlilt l"agAOsia TahwA 2QQ1 Nemer 126, l'ambakQA b8m~aFQR Migers 
R8PU~IiI( IAdeResis N9FA9F 4139); 

5. Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2008 lentang Partai Polilik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

Q. 'JndaAg "AsaRS tlgmBF 17 lSRUR 2Q11 EAteRS Uajelis Per~Ysya"'aFa'aA 

~akrat, QQ"'iln PBP"altilsA Rakyat, 98 tA'SR Psp"akilaA Qa9r.a~ €faA QQ"'QFI 
P8Fl..aldlsA Rak)'Qt Qserah {beFAbQr8A NBgarB R6publilt JAilaAElsia TakuFl 
2Q14 tlE~AU)f 1S2, TambakaR be~~araA .1 Jgsra R9fJY~fik IAdaAElsia ~IBm8r 

ee6Sj; 

4Q.P9FaknaA P8mBRRlah ~IBmeF Q6 Tatum 2005 teAtaRg PomilihaR, 
PiR§8sat:laA PeRgaRgkataA daR PomBsmsRtiaR Kopala QasFa!;t daR 'WaltH 
KefiJaia Qaorah (bsAlbaraA NegQrQ RBfitllDlil( IRDeR8sia lahuA 2Q05 Nemof 22, 
Ta~bahaA bBmbaraR ~J9giiIFa Re~Yblik IADeResia tlSMSF 44BO) sebagaimaAa 
t8la~ siu&'Jah bsbarapa Itali teral,loIir d9RB'aR PEuatllriiA P911R8ARtah tlem8F 1Q 
TahuA 20gB (bollRbarBn NeB'ara Republilt IREloRosia lS!::lYA 2QOS t1omor 92, 
Tambal;tsR bemt;JsrsR tleyara R8fiJl:Iblik IRoeResia tloAior 48iiJ; 

tt.Perataen Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola DPRD 
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor4712); 

1J.ReratljfaR QPRQ Kalil, TljlaA~ BawaR~ ~19mQr 01 TaRuR 2010 teAtaAg 
T_ T_ "" nnnn ,,_" T .• t , 

(\ 
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Diklum Memutuskan 
dan Menelapkan 

3 4 5 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IMenetapkan 
KABIJPA+Etl Ti'I.AtIG BAJ.tJAtiG TENTANG TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
TULANG BAWANG MASA KE,A,NGGQP AN 2014·2019. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA BHAKTI 
2014·2019. 

Diktum Memutuskan tanda 
baca tifik dua tanpa 
menggunakan spasi dan 
Diktum Menetapkan 
disempumakan. 

5 Ketentuan Umum Pasal1 
Dalam Peraluran iniyang dimaksud dengan : 
3. Dewan Perwak~an Rakyal Daerah yang selanjutnya ~DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupalen Tulang Sawang. 
14. Badan 1.09i5100i Daerah adatah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwak~an 

Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 

Pasal1 
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan: 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkal..QPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TuJang Bawang. 
14. Sadan Pembenlukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembenlukan 

Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang. 

Pasal 1 angka 3 dan angka 
14disempumakan. 

6. Susunan dan 
Kedudukan 

Pasal 2 disempumakan.Baglan Kesalu 
Kedudukan DPRD 

Pasal2 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyal daerah yang 
berkedudukan sebagai unsurpenyelenggara pemerinlahan daerah. 
DPRD lerdiri alas wakil anggota partai politik peserta pemilihan umum 
yang dipilih melalui pemilihan umum. 

(3) Anggo1a DPRD adalah pejabat Daerah. 

Bagian PBRama 
KEDUDUKAN DPRD 

Pasal2 
(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan I (1) 

sebagai unsur penyelenggara pen ,etinlahan daerah. 
(2) DPRD lerdiri atas wakil anggota partai politik peserta pemilihan umum yang I (2) 

dipilih melalui pemilihan umum. 

Pasal 3 
(4) DPRD mempunyai lungsi : 

a. 18gislasi; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan 

(2) FWFlgsi legislasi seba8aimaAei dimaksud ~ada ~uRJf a 9i"'~uEiI(aA 

€18:1am memb8Awl1 PefatUFaR DaeFaA bersama Bu~ati. 

(3) FUAgsi 8AggaraA sobagaimanQ dimal<SY8 pede hUNt b Eli'/\!judlt8n 
dalam m8mballiilS daA meR~S8twjui ARBQ befSama Blipati. 

(1) FliRgsi f)SRg8W8Siln sebagaiman8 dimal(sud paela hUNt 6 diwujudltan 
dalam benwlt ~8Rga"'asaR lemadafl pelaks8RaaR Pemtura" QaBFah 
daR APQQ 

Pasal 3 
(1) DPRD mempunyai lungsi : 

a. pembentukan Peraturan Daerah; 
b. anggaran; dan 
c. pengawasan. 

(2) Ketiga lungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam 
kerangka reprensenlasi rakyaldi daerah. 

(3) Dalam rangka melaksanakan lungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. 

Pasal 3 disempumakan. 

(5) Keliga lungs; seb2gaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam 
kerangka reprensenlasi rakyat di daerah. 

), ( 
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Pasal4 
Fungsi pembenlukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) hum! a dilaksanakan 
dengan eara: 
a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyelujui raneangan Perna; 
b. mengajukan usul rancangan Perda; dan 
e. menyusun program pembenlukan Perda bersama bupali. 

PasalS 
(1)	 Program pembentukan Perna seQagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hum! e memual daflar 

urutan dan prioritas raneangan Perna yang akan dibual dalam 1(satu) tahun anggaran. 
(2)	 Dalam menetapkan program pembenlukan Perna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DPRD melakukan koordlnasl dengan bupali. 

Pasal6 
(1)	 Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (1) hurut bdiwujudkan dalam 

benluk pembahasan unluk persetujuan bersama temadap Raneangan Perna tenlang APBD 
yang diajukan oIeh bupati. 

(2)	 Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal(1) dilaksanakan dengan eara: 
a.	 membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; 
b.	 membahas rancangan Perda lenlang APBD; 
c.	 membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan 
d.	 membahas rancangan Perda lentang perlanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal7 
(1)	 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sayat (1) humt c diwujudkan dalam 

bentuk pengawasan terhadap: 
a.	 pelaksanaan Perna dan peraturan bupati; 
b.	 pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lerkait dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
c.	 pelaksanaan tindak lanju1 hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. 
(2)	 Dalam melaksanakan pengawasan temadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD 
berhak mendapatkan Iaporan has~ pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

(3)	 DPRO melakukan pernbahasan Iemadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4)	 DPRD dapat meminta klarifikasi alas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

Tambahkan pasal baru sesua'
 
ketentuan Pasa' 150, 151, 152,
 
dan Pasm 153 Undang-Undang
 
Nomor 23Tahun 2014.
 
Oengan ooanya penambahan
 
pasal, urutan pasal selanjulnya
 
disesuaikan.
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7 Tugas dan Bagian Ketiga Bagian Keliga Pasal 4 disempumakan 
Wewenang DPRD TUGAS DAN WEWENANG DPRD Tugas danWewenang DPRD sesuai ketenluan Pasal 

Pasal 4 Pasal 4 154 Undang-U ndang Norror 
DPRD mempunyai lugas dan wewenang : DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 23 Tahun 2014 
a. membenluk peraluran daerah bersama bupali; a. membenluk peraluran daerah bersama bupati; 
b. membahas dan memberikan perselujuan rancangan peraturan daerah b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraluran daerah 

mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; 
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraluran daerah c. mefaksanakan pengawasan lerfladap pelaksanaan peraturan daerah 

dan APBD; dan APBD; 
d. mengusulkan pengangkalan danlatau pemberhentian bupati dan wakil d. mengusulkan pengangkatan danlatau pemberhentian bupali dan wakil 

bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubemur untuk bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur sebagai wakil 
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberflentian; Pemerinlah Pusal untuk mendapatkan pengesahan pengangkalan dan 

Q. mOijdih 'IJaln) bypali Deism t:Jal teJja~i l<ekss@RgaA jabataR wahil atau pemberhentian; 

Ilwflalii e. memberikan pendapal dan pertimbangan kepada pemerinlah daerah 
f. memberikan pendapal dan pertimbangan kepada pemerinlah daerah kabupaten lerfladap rencana pe~aniian intemasional didaerah; 

kabupalen ferfladap rencana pe~anjian intemasional didaerah; f. memberikan persetujuan terhadap rencana ke~a sama inlemasional 
g. memberikan persetujuan terfladap rencana kerja sarna internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah; g. meminla laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam 
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; h. memberikan perselujuan lerfladap rencana kerjasama dengan daerah 
i. memberikan persetujuan lerfladap rencana kerjasarna dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakal dan daerah; 

lain alau dengan pihak keliga yang membebani masyarakal dan i. melaksanakan lugas dan wewenang lain yang diatur dafam kelentuan 
daerah; peraturan perundang--undangan. 

t.= mBRgYfjayakan teFtaitsElR8Rya kBwajibaA OaeFaR sesuai dengaR 
ket8RtuBA pSFatwraR peRtRdan!) YRdaAgaR; 

k. meRiRoakfaAjllti htisil pSm9RI€saaA badan pemeriliS8 heUQAgEIf-l {QPK), 
memiRta peAjelaS8A QPK deism rQngka mORiRGalt laRjuti tlasil 
pem8FiksaaR, seFta daf}at memhlta BPK WRbJIt fftelakulEaR 
pemoriJ€saaR taRjutan; 

I. memiRta P€H~8riAtaR daefilR uRtwh moieliS8nahaR tinoalt laAjYt R8sil . ,. _._.. _.. _,oemsRksaan eleR BPK" r 

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dialur dalam :<etentuan 
peraturan perundang--undangan. 

8 Susunan dan Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5disempumakan 
Keanggolaan Anggota DPRD 18Fdili ala. 45 (empat puluh lima) orang anggola partai Anggola DPRD be~umlah 45 (empal puluh lima) orang anggola partai politik 

politik peserta pemilihan umum }'ang dipilih melalui hasil pemilihan umum. peserta pemilihan umum yang dipilih melalui hasil pemilihan umum. 

(
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Pasal 6 Pasal 6 I Pasal 6disempumakan 
(1) Keanggolaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubemur bamplIRQ (1) Keanggolaan DPRD diresmikan dengan Kepulusan Gubemur 

€BSlilai dQRga~ lapOrElR KPYb) yeR§ disliU'Rf}8ilf18F1 mslaJyj ~uflati. sebagai wakil Pemerintsh Pusat. 
(2) Anggola DPRD berdomisili di Menggala (Ibu Kota Kabupalen). (2) Anggota DPRD berdomisili diMenggala (Ibu Kota Kabupalen). 

Pasal 7 Pasal 7 I Pasal7 disempumakan 

(1) Anggota DPRD yang banu sebelum memangku jabalannya mengucapkan (1) Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabalannya 
sumpahl janji secara bersama - sarna lleFt81lataR Ila~a taRgga' mengucapkan sumpahl janji secara bersama-sama yang dipandu 
beRlUtim'j9 masa jabatan § (lima) tahun anggota QPRQ yeRi lama. oleh Kelua Pengadilan Negen dalam Rapat Paripuma DPRD. 

(2) Dalam hal lerdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan (2) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang beru lidak dapat 
sumpahl janji bertepatan dengan berakhimya masa jabatan 5 (lima) tahun mengucapkan sumpahl janji bertepatan dengan berakhimya masa 
anggola DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud jabalan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan 
berakhir bersamaan dengan masa jabalan anggota DPRD yang anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa 
mengucapkan sumpahqanji secara bersama ­ sarna. jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpaWjanji secana 

(3) Dalam hal langgal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jaluh pada bersama-sama. 
han libur atau han yang diliburkan, pengucapan sumpahqanji dilaksanakan (3) Dalam hal tanggal berakhimya masa jabatan anggola DPRD jatuh 
han berikutnya sesudah han l!bur atau han yang dilibur1lan dimaksud. pada han IiOOr atau han yang diliburkan, pengucapan sumpaWjanji 

(4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan dilaksanakan han berikulnya sesudah han libur atau han yang 
sumpaWjanji secara bersama ­ sarna yang dipandu oleh ketua pengadilan diliburkan dimaksud. 
negen dalam rapat paripurna islimewa DPRD. (4) Anggola DPRD sebelum memangku jabalannya, mengucapkan 

(5) Dalam hal kelua pengadilan negen berhalangan, pengucapan sumpaWjanji sumpahqanji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua 
anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan neqeri pengadilan negen dalam rapat panpuma istimewa DPRD. 

(6) Dalam hal wakil kelua pengadilan negen sebagaimana dimaksud pada (5) Dalam hal kelua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan 
ayat (5) bernalanqan, pengucapan sumpaWjanji anggota DPRD dipandu sumpahfjanji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan 
oleh hakim senior pada pengadilan negen yang ditunjuk oIeh ketua negen. 
pengadilan negen. (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negen sebagaimana dimaksud 

(7) Anggota DPRD yang berhalanqan mengucapkan sumpahfjanji pada ayal (5) bemalangan. pengucapan sumpahfjanji anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkulan mengucapkan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negen yang 
sumpaWjanji dipandu oleh ketlla alaw "'allil 1\9twa DPRD dalam rapal dilunjuk oleh kelua pengadilan negen. 
paripurna istimewa DPRD. (7) Anggola DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji , 

(8) Anggola DPRD pengganli antar waktu sebelum memangku jabalannya, sebagaimana dimaksud pada ayal (4) yang bersangkutan 
mengucapkan 'sumpah/janji yang dipandu oleh kefua atau wakil ketua mengucapkan sumpahfjanji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam 
DPRD dalam rapat paripuma islimewa DPRD. rapal paripurna istimewa DPRD. 

(9) °Rggota fdPRQ Jiada da9rah etsFiom baru yaA§ b91um m8m~uAyai (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku 
p9Rgadilan AegeR mengweaplt8R swmpah4aRji Yiimg dip8A8U ele~ l(Btue jabalannya, mengucapkan sumpahfjanji yang dipandu oleh kelua 

atau wakil ketua DPRD dalam napa! paripuma istimewa DPRD. 

(
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Pasal 8 disempurnakan 

Pasal 9 ayat (3) 
disempumakan 

Pasal 8 
Pengucapan sumpahljanji anggola DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal7, didampingi oleh rokhaniawan sesuai dengan agamanya 
masing-masing. 
Sumpahfjanji sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayal (1) adalah sebagai 
berikul: 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/be~anji : 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 
anggotalketualwakil kelua Dewan Perwakilan Rakyal Daerah 
Kabupalen Tulang Bawang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
sesuai dengan peraluran perundang-undangan, dengan berpedoman 
pada Pancasila dan Undang4.1ndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh, demi legaknya· kehidupan demokrasi, serta 
mengulamakan kepenlingan bangsa dan negara daripada kepentingan 
pribadi, seseorang, dan golongan; 
bahwa saya akan mempe~uangkan aspirasi rakyal yang saya wakili 
unluk mewujudkan tUjuan nasional demi kepentingan bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia." 
Pada waklu pengucapan sumpahfjanji, unluk penganut Agama Islam 
didahului dengan kata "Demi Allah", unluk penganul Agama Krislen 
Proleslan/Katolik diakhiri kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", unbJk 
penganut Agama Hindu didahului kala 'Om Alah Paramawisesa", 
unluk penganul Agama Budha didahului kala "Demi Hyang Adi Budha". 

(4) Selelah mengucapkan sumpahfjanji anggola DPRD menandalangani 
berila acara pengucapan sumpahfjanji. 

Pasal 8 
(1) Pengucapan sumpahfjanji anggola DPRD sebagaimana dimaksud I (1) 

dalam Pasal 7, didampingi oleh rokhaniawan sesuai dengan 
agamanya masing ­ masing. 

(2) Sumpahfjanji sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayal (1) adalah I (2) 
sebag ai berikul : 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpahlbe~nji : 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 
anggolalkelualwakil kelua Dewan Perwakilan Rakyal Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang dengan sebaik - baiknya dan seadil-­
adilnya, sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dengan 
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 
sungguh-sungguh, demi legaknya kehidupan demokrasi, serta 
mengulamakan kepentingan bangsa dan negara danpada 
kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; 
bahwa saya akan ,mempe~uangkan aspirasi rakyal yang saya wakili 
unluk mewujudkan lujuan nasional demi kepentingan bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia." 

(3) Pada waklu pengucapan sumpahljanji, unluk penganul Agama Islam I (3) 
didahului dengan kala "Demi Allah", unluk penganut Agama Krislen 
ProteslanlKalolik diakhiri kala "Semoga Tuhan Menolong Saya", 
unluk penganul Agama Hindu didahului kala "Om Atah 
Paramawisesa', unluk penganul Agama Budha didahului kala "Demi 
SaAghyang Adi Budha". 

(4) Selelah mengucapkan sumpahljanji anggola DPRD menandalangani 
berita acara pengucapan sumpahfjanji. 

Pasal 9 Pasal 9 
(1) Tala cara pengucapan sumpahfjanji anggOla DPRD sebagaimana (1) Tala cara pengucapan sumpah/janji anggola DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 lerdiri dari lala urulan acara, lala pakaian dimaksud dalam Pasal 6 lerdiri dari lala Urut'.1 acara, tata pakaian dan 
dan tata tempal. lata lempat. 

(2) Tala urutan acara unluk pelaksanaan pengucapan sumpahfjanji (2) Tala urulan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpahfjanji anggola 
anggola DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi : DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) metiputi : 
a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD; a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD; 
b. pembacaan kepulusan peresmian pemberbentian dan b. pembacaan kepulusan peresmian pembementian dan 

pengangkalan anggota DPRD oleh sekrelaris DPRD; pengangkalan anggola DPRD oleh sekrelaris DPRD; 
c. pengucapan sumpahljanji anggota DPRD, dipandu oleh kelua c. pengucapan sumpahfjanji anggola DPRD, dipandu oleh kelua 

pengadilan negeri alau pejabat yanp <1itunjuk; adilan p~ alau pejabal yang ditunjuk; 
I 
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(3) 

(4) 

3 

d.	 penandatanganan berita acara sumpahfjanji anggota DPRD secara 
simbolis oleh satu orang dari masing - masing kelompok agama 
dan ketua pengadilan; 

e.	 pengumuman pimpinan semenlara DPRD oleh sekretaris DPRD; 
f.	 serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan 

sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; 
g.	 sambulan pimpinan sementara DPRD; 
h.	 sambutan bupati atas nama gubemur; 
i.	 pembacaan doa; 
j.	 penulupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan 
k. penyampaian ucapan selamal
 
Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji I (3)
 
anggota DPRD meliputi:
 
a.	 ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentu.an 

dari instansi yang bersangkutan; 
b.	 bupali menggunakan pakaian sipillengkap dengan peci nasional; 
c.	 anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahfjanji 

menggunakan pakaian sipil Iengkap wama gelap dengan peei 
nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan 

d.	 undangan bagi anggota TNI I Polri menggunakan pakaian dinas 
upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap 
dengan peei nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian 
nasional. 

Tata tempal dalam acara pengucapan sumpahfjanji anggola DPRD I (4) 
meliputi : 
a.	 pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati dan ketua pengadilan 

negeri atau pejabal yang ditu~uk disebelah kanan bupati; 
b.	 anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahfjanji duduk di 

tempat yang telah disediakan; 
c.	 selelah pengucapan sumpahfjanji pimpinan semenlara DPRD 

duduk disebelah kin bupati; 
d.	 pimpinan DPRD yang lama dan kelua pengadilan negeri atau 

pejabal yang dilunjuk duduk ditempal yang lelah disediakan; 
e.	 sekretaris DPRD duduk di belakang pimpinan DPRD; 
f.	 para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang 

telah disedia~an; dan 
Q.	 Perslkru TV/radio disediakan tempat terserdin, 

4 

d.	 penandatanganan berila acara sumpahfjanji anggola DPRD secara 
simbolis oleh sata orang dari masing - masing kelompok agama dan 
kelua pengadilan; 

e.	 pengumuman pimpinan semenlara DPRD oleh sekretaris DPRD; 
f.	 serah terrna pimpinan DPRD dan pimpinan lama kepada pimpinan 

sementara seeara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan; 
g.	 sambutan pimpinan sementara DPRD; 
h.	 sambutan bupati atas nama gubemur; 
i.	 pembacaan doa; 
j.	 penutupan oleh pimpinan semenlara DPRD; dan 
k. penyampaian ucapan selamal 
Tala pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji 
anggota DPRD meliputi: 
a.	 kelua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai kelenluan 

dan inslansi yang bersangkutan; 
b.	 bupati menggunakan pakaian sipillengkap dengan peei nasional; 
c.	 anggola DPRD yang akan mengucapkan sumpahfjanji mengguna}<an 

pakaian sipil lengkap wama gelap dengan peci nasional bagi pria 
dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional; dan 

d.	 undangan bagi anggota TN! / Polri menggunakan pakaian dinas 
upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil fengkap dengan 
peci nasional bagi pria dan wanila menggunakan pakaian kebaya 
nasional. 

Tata lempal dalam acara pengucapan sumpahfjanji anggota DPRD 
melipuli: 
a.	 pimpinan DPRD duduk di sebelah kin bupati dan kelua pengadilan 

negeri atau pejabat yang dilunjuk di sebelah kanan bupali; 
b.	 anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahfjanji duduk di 

lempal yang lelah disediakan; 
c.	 selelah pengucapan sumpahfjanji pimpinan semenlara DPRD duduk 

disebelah kiri bupati; 
d.	 pimpinan DPRD yang lama dan kelua pengadilan negen atau 

pejabal yang ditunjuk duduk dilempal yang lelah disediakan; 
e.	 sejretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD; 
f.	 para undangan dan anggola DPRD lainnya duduk di lempat yang 

le!ah disediakan; dan 
q.	 Pers/kru TV/radio disediakan temoat tersendiri. 
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9 HakAngket 

Pasal 10 
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun kimit"'R~ mulai taRg~al 

~BRguBa~aR sum~aR~allji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang 
baru mengucapkan sumpahl janji. 

Pasal 13 
(1) Supati dapat hadir untuk memberikan penjelasan terMs Ierhadap 

penmintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pssal tZ, dalam rapal paripuma DPRD. 

(2) Apabila bupati tidak dapat hadir unluk memberikan Penjelasan Tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati mengajukan pejabat 
terkait untuk mewakilinya. 

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan alas keierangan 
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
DPRD dapat menyatakan pendapatnya. 

(5) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara resmi oleh OPRO kepada bupati. 

(6) Pemyataan pendapat OPRO atas keterangan bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5). dijadikan bahan untuk DPRO dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan 
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. 

Pasal 14 
(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hunuf b 

diusulkan oleh sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang anggota DPRD 
dan berasallebih dari 1(satu) fraksi. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pimpinan DPRD, yang ditandalangani oleh para pengusul dan atau 
diberikan nomor pokok dari sekretariat DPRD. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen 
yang memuat sekurang ­ ku-cngnya : 
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan daerah yang 

akan diselidiki; dan 
b. alasan Penyelidikan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam 

rapat paripuma DPRD. 
(4) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan 

dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya peng usul 
memberikan jawaban atas pandangan ~naq>.:o",la:...:O:.:.P-,-R=D-,-. _ 

Pasal 10 
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat 
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpahl janji. 

Pasal 13 
(1) Supati dapat hadir untuk memberikan penjelasan Iertulis Ierhadap 

penmintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal12. dalam rapat paripuma DPRD. 

(2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan Penjelasan Tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bupati mengajukan pejabat ygng 
ditunjuk untuk mewakilinya. 

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan 
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Terhadap jawaban bupati sebagaimana dmaksud pada ayat (2), DPRO 
dapat menyatakan pendapatnya. 

(5) Pemyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara resrri oleh DPRD kepada bupati. 

(6) Pemyataan pendapat DPRD atas keterangan bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayal (5), dijadikan bahan untuk OPRD dalam 
pelaksanaan lungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan 
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan. 

I (1) 

I (2) 

I (3) 

I (4) 

Pasal 14 
Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hunuf b 
diusulkan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota OPRD dan 
berasallebih dari 1(salu) fraksi. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pimpinan DPRD. yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau 
diberikan nomor pokok dan sekretariat DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen 
yang memuat sekurang-kurangnya : 
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraluran daerah yang akan 

diselidiki; dan 
b. alasan Penyelidikan oleh pimpinan OPRD disampaikan dalam rapat 

paripuma DPRO. 
Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket. dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul 
memberikan iawa~an atas pandangan anggota OPRD. 

I Pasal10 disempumakan 

Pasal 13 ayat 
disempumakan 

(2) 

Pasal 14 disempumakan 
dengan menarnbah ayat 
banu yaitu ayat (10) 
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(5) Keputusan alas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapal (5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat 
disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD yang disetujui atau ditolak, dilelapkan dalam rapat paripuma DPRD yang 
dihadiri 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan dihadiri 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggola DPRD dan putusan 
diambil dengan persetujuan sekurang- kurangnya 213 (dua per liga) diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2!3 (dua per liga) 
jumlah anggola yang hadir. jumlah anggota yang hadir. 

(6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, (6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, 
pengusul bemak menarik kembali usulnya. pengusul bemak menarik kembali usulnya. 

(7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan (7) Apabila usul melakukan penyelidikan diselujui sebagai permintaan 
penyelidikan, DPRD menyatakan pendapal untuk melakukan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapal untuk melakukan 
penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupali. penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati. 

(8) DPRD memuluskan menerima atau menolak usul hak angkel. (8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angkel 
(9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud (9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud 

ayat (8) DPRD membenluk panitia angket yang lerdiri alas semua ayal (8) DPRD membentuk panilia angket yang terdiri alas semua 
unsurfraksi DPRD dengan Keputusan DPRD. unsur traksi DPRD dengan Kepulusan DPRD. 

(10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angkel sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), usul tersebut lidak dapal diajukan kembali. 

10 Hak Menyatakan Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17 ayat (3) hurut b 
Pendapal (1) Hak menyatakan pendapal sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 (1) Hak menyatakan pendapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disempumakan 

ayal (1) hurut c diusulkan oleh sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) ayat (1) hurut c diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
orang Anggola DPRD lebih dari 1 (salu) fraksi. Anggota DPRD Iebih dan 1 (salu) traksi. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (1), disampaikan kepada (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oIeh para pengusul dan diberi pimpinan DPRD, yang ditanda langani oleh para pengusul dan diberi 
nomor pokok oleh sekrelariat DPRD. nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen 
yang memuat sekurang- kurangnya : yang memuat sekurang-kurangnya : 
a. maleri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (4) serta a. maleri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) serta 

alasan pengajuan usul pemyataan pendapat atau; alasan pengajuan usul pemyataan pendapal atau; 
b. rnateri hasil pelaksanaan hak interpelasi pemyataan pendapat b. maleri hasil pelaksanaan hak inlerpelasi sebagaimana dirnaksud 

tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapal paripuma dalam Pasal 13 atau hak angkel sebagaimana dirnasud dalam 
DPRD setelah mendapal pertimbangan dari Badan Musyawarah. Pasal15 setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. 

Pasal18 Pasal 18 Pasal 18 ayal (4; 
(1) Usul pemyalaan pendapat oleh pimpinan disampaikan dalam rapal (11 Usul pemyataan pendapal oleh pimpinan disampaikan dalam rapat disempumakan 

Paripuma DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Paripuma DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan 

(2) 
Musyawarah. 
Dalam rapal paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul 
oemvataan oendaoet lersebul. 

Musyawarah. 
(2) Dalam rapat paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pala ayal (1), 

para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul 
pemvalaan perdapat tersebut. J 

( 
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(3)	 Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada : 
a.	 anggOIa DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; 
b.	 bupati untuk memberikan pendapat; 
c.	 para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para anggola dan 

pendapat bupati. 
(4)	 Usul pemyalaan pendapal sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul 

berhak Rl9R8ajwltaR f)8FWbahaR atay menarik kembali usulnya. 
(5)	 Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyalakan pendapat 

DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripuma DPRD yang 
dihadiri sekurang- kurangnya 314 (tiga perempat) dari jumlahAnggola DPRD 
dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua per 
tiga) dari jumlah anggola DPRD yang hadir. 

(6)	 Rapat paripuma DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pemyataan 
pendapallersebut menjadi pemyalaan pendapal DPRD. 

(7)Apabila DPRD menerima usul pemyataan pendapat, keputusan DPRD berupa : 
a.	 pemyataan pendapat; 
b.	 saran penyelesaiannya; dan 
c.	 perinqatan, 

(3)	 Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyalaan pendapat dilakukan dengan 
memberikan kesempalan kepada: 
a.	 anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; 
b.	 bupati untuk memberikan pendapat; 
c.	 para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan 

pendapat bupati. 
(4)	 Usul pemyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak 

menarik kembali usulnya. 
(5)	 Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapal DPRD 

apabila mendapat persetujuan dari Rapal Paripuma DPRD yang dihadiri sekurang­
kurangnya 314 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota 
DPRD yang hadir. 

(6)	 Rapat paripuma DPRD memutuskan menerima alau menolak usul pemyalaan 
pendapat tersebut menjadi pemyataan pendapat DPRD. 

(7) Apabila DPRD menerima usul pemyataan pendapal, keputusan DPRD berupa: 
a. pemyalaan pendapat; 
b. saran penyelesaiannya; dan 
c. peringalan. 

11 Hak Mengajukan Pasal 20 
Rancangan Peraturan (1) Setiap anggola DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa mengajukan 
Daerah rancangan peraturan daerah. 

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai 
penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. 

(3) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada oapaI 
~aRpuma QPRQ, &ot8loo mSAQapat psFtimbaRgaR €lari BasaR ~1usya'\'afal;l. 

(4) Dalam rapat paripuma. para pengusul diberi kesempalan memberikan 
penjelasan alas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) P80l1~ieaFaa" mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan 
kesempalan kepada : 
a. anggola DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
lJ. Dupati uAtul( memb9FiltBR JiJ8R(japat; 
c. para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para anggota lllIII 

pBAQa~at bwpati. 
(6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD. para pengusul 

berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabulnya kembali. 
(7) PembiEiRFaBA Etialmiri d9A8BA lteputt:J6Bn gpRQ yaAg menerima atau menolak 

usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. 
(8) Tala cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD 

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan 
daerah atas prakarsa bupati. 

Pasal 20	 I Pasal 
(1)	 Setiap Anggola DPRD mempunyai hak mengajukan usul prakarsa Rancangan disempumakan 

Peraturan Daerah. 
(2)	 Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan 

DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis 
dan diberikan nomor pokok oleh Sekrelariat DPRD. 

(3)	 Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD 
disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan 
pengkajian. 

(4)	 Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan 
DPRD menyampaikan kepada rapat paripuma DPRD. 

(5)	 Dalam Rapat Paripuma, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan 
atau usul sebagaimana dimaksud pada ayal(2). 

(6)	 Pembahasan mengenai sesualu u<ul prakarsa dilakukan dengan memberikan 
kesempalan kepada : ' 

a.	 anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b.	 para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggola lainnya. 

(7)	 Usul prakarsa sebelum dlputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak 
mengajukan perubahan dan/alau mencabulnya kembali. 

(8)	 Rapat Paripuma memutuskan menerima alau menolak usul prakarsa menjadi 
Prakarsa DPRD. 

(9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti 
kelentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah alas 
prakarsa Bupati. 

20 
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12 Hak Mengajukan 
Pertanyaan 

Pasal 21 
(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerinlah 

Daerah berkaitan dengan rungsi, !ugas dan wewenang DPRD baik secara lisan 
maupun lertulis. 

(2) PoltaR'/aaR G9~agajmaAa dimaksyd ~aBa ayat (1), diGWSYA GQRSBR siR~I(at 09R 

Pasal 21 
(1) Setiap anggola DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerinlah Daerah 

berkatan dengan lungsi, lugas dan wewenang DPRD balk secara lisan maupun 
lertulis. 

(2) Jawaban lerhadap pertanyaan anggola DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
diberikan secara lisan atau secara lertulis dalam lenggang waktu yang disepakali 
bersama. 

Pasal 22 
(1) Setiap anggota DPRD dalam rapal DPRD bemak mengajukan usut dan 

pendapal secara baik kepada pemerntah daerah maupun kepada pimpinan 
DPRD. 

(2) Usul dan pendapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
dengan memperhalikan tata krama, elika, moral, sopan santun. dan kepalutan 
sesuai kode eb'k DPRD. 

Pasal 23 
Seliap anggota DPRD bemak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota alau 
pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kelenluan peraluran 
perundang-undangan. 

Pasal 21 
disempumakan 

Pasal 22 ayal (2) 
disempumakan 

Pasal 23 
disempumakan 

jolas disampaiitBA ke~ada piFRI11RiR QPRQ. 
(3) Pim~iF1aR QPRQ m8AgadalEQR Fa~at \mlyj( mQAilai peFtsAyaaR yaRB oiajwl\aR 

fjwAa AHlml:ltushan layalE tioakAya peFtaRyaaA s9~asaiFf1aRa dimaksbl6 Jilsda 
aye' (1) YRtUIt ditindaklaAjuti. 

(1) o,pa~ila keputus8A rapat pi~~iAafl gPRQ R:t9Ayatal(Bn pORaAyaaR 
sellagsiJR8Ril dimaksud pade ayat (1) perll:l ElitiAsaldsRjYti, pimfliRBn gPRQ 
eetelat:l mOR8apat pBRim~aRgaR sari SadaR ~ 1Ysya'llara~ mSROF\lEiI'iilR 

peFlBAyaaR sobagaimaAB dimahsu~ pade ayat (2) k8~a~a bwpali. 
(5) PfJabila je...absR atas p9RaRyaaA dimaltsuQ slek hldpeti disampail<QA S9GQFQ 

leFtulis, tidal, aSFlat aiadaliiBR lagi rapat YAwl, ffolBRj8wab peRiAyaaR. 
(&) AA!1Jfjeta JdPRQ ]'aRB FAQR§ajwl,Qn peft.aAyaaA s9~agajmliAa dimQksy~ pada 

ayet (11 dapat mBmiF1ta &wpaya paRaR)'QaR dija"'a~ eleh bl::lpati s80ara liseR. 
(7) ~abila bwpali ffloRjawatl 68geFii lisar<1, dalam rspat ySRg ditsRtwliaA oleh 

QadBR MY&~B"'ar.ah. BAggets GPI4Q sebagaimaAQ £IimaksYEI pa~a ayat (6) 
d~pat 1fI0R89~ylial(an lagi pertaAyaaA &96ara sjR~hat daR jelas agar bwpati 

13 

14 

Hak Menyampaikan 
Usul dan Pendapal 

Hak Memilih dan 
Dipilih 

~apat FReFRbeFikaR ja...abaR yaAS lel3iR jslas. 
(a) JawabSR bwpati &sbagaimanQ dimaksl::lQ pt:lda ayet (7) sepal si"iallilksR 

kepot:ts Pejabat yeAg dilYRjwk. 

Pasal 22 
(1) Setiap anggota DPRD dalam rapal DPRD berhak mengajukan usul dan 

pendapal secara baik kepada pemerinlah daerah maupun kepada 
pimpinan DPRD. 

(2) Usul dan pendapal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), disampaikan 
dengan memperhatikan tata krama, elika, moral, sopan santun, dan 
kepatutan sebagai ':\'alc~ raltyat. 

Pasal 23 
Setiap anggola DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi al;lIgola 
atau pimpinan dari alaI keiengkapan DPRD IIBBwalj Pim~iRaR QPRIl, liooaR 
•~usyar·'arM daR BedeR ARggaF-atl, 

I, 
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43 

Hak Mengiku~ 

Orienlasi Dan 
Pendalaman luges 

Kedudukan, 
SUsunan dan luges 
Fraksi 

Pasal 26 
(1)	 Anggola DPRD mempunyai hak mengiku~ orienlasi pelaksanaan lugas sebagai anggola 

DPRD pada permulaan masa jabalannya dan mengikuti pendalaman lugas pada masa 
jabatannya. 

(2)	 Penyelenggaraan orienlasi dan pendalaman lugas dapal dilakukan oleh pemerinlah, 
pemerinlah daerah, sekrelarial DPRD, partai politik, alau perguruan tinggi. 

(3)	 Anggola DPRD melapor1<an hasH pelaksanaan orientasi dan pendalaman lugas 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. 

(4)	 Pimpinan DPRD mempublikasikan hasH pelaksanaan orienlasi dan pendalaman lugas 
pada masyarakal ~. 

Pasal 26 
(1)	 Anggola DPRD mempunyai hak mengikuli orienlasi pelaksanaan lugas 

sebagai anggota DPRD pada perrnulaan masa jabatannya dan mengiku~ 

pendalaman lugas pada masa jabatannya. 
(2)	 Penyelenggaraan orienlasi dan pendalaman lugas dapat dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, sekrelariat DPRD, partai politik, atau 
perguruan tinggi. 

(3)	 Anggota DPRD melapor1<an hasil pelaksanaan orienlasi dan pendalaman rug as 
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada pimpinan DPRD dan pimpinan 
fraksinya. 

(4)	 Pimpinan DPRD mempublikasikan hasil pelaksanaan orienlasi dan 
pendalaman lugas kepada masyarakat. 

I (1) 

ebagai wadah befhimpun anggola DPRD. I (2) 
(2)	 Ilah salu fraksi. (3) 
(3) 
(4) 

lka dibentuk fraksi QabunQan. I (6) 

I (8) 

uai	 dengan keoutohan dan dengen I(9) 
(10) 

vat	 (1Q) adalat1 lu~butw~aR belaRja YRlwk I (11) 

lat paripuma DPRD eaR i3B~si~t lBlaJ) I (12) 

Pasal 26 
disempurn akan 

Judul BAB V dan 
Pasal 29 
disempumakan 
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17 5usunan Fraksi Pasal 31 
PimpiRBA fralisi Seltl:lFaRS IiYrBRgR)'6i terdiri daR kghHJ, weldl kewa daR 
&ekretaris yaRD dipilih daR daR elSR BRSB9ta frsltsi. 
Dalam hal jumlah anggota traksi kaRI'a 1 le",~a~ orang, pimpinan traksi 
terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. 
Pimpinan fraksi yang telah lerbentuk sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dan ayat (2) disampailtsA pada pimpinan DPRDEIaR &BlsAjYtAra diumumkan 
ItGtlsda 681wFUh QA8Seta QPRQ dalam rapat paripuma. 
Setiap traksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibanlu oleh 1 (satu) 
orang tenaga ahli yang paling sedikil mempunyai persyaratan : 
a. pendidikan serendah - rendahnya strata salu (51) dengan pengalaman 

kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (52) dengan 
pengalaman kerja paling singkal 3 (tiga) tahun atau strata liga (53) 
dengan pengalaman kerja paling singkall (satu) tahun. 

b. menguasai bidang pemerintahan, 
c. menguasai lugas dan fungsi DPRD. 
Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkal dan 
dibemenlikan dengan Kepulusan Sekretans DPRD. 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(4) 

Pasal 31 
Dalam hal jumlah anggota traksi lebih dan 3 (tiga) orang, pimpinan traksi terdin dan 
ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dan dan oleh anggota traksi. 
Dalam hal jumlah traksi hanya 3 (liga) orang Pimpinan Fraksi lerdin atas Ketua dan 
Sekretaris yang dipilih dan dan oleh anggola fraksi. 
Pimpinan traksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat 
(2) dilaporkan pada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapal paripurna, 
Seliap traksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dibantu nleh 1 (satu) orang 
lenaga ahli yang paling sedikit memenuhi persyaratan: 
a. pendidikan serendah-rendahnya strata satu (51) dengan pengalaman kerja 

paling singkat 5 (lima) tahun dan strata dua (52) dengan pengalaman kerja 
paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (53) dengan pengalaman kerja 
paling singkat 1 (satu) tahun. 

b. menguasai bidang pemerintahan, 
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. 

(5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (41 diangkat dan {liberhentikan 
dengan Keputusan Sekretans DPRD. . 

I (1) 

I (2) 

I (3) 

Pasal 
disempumakan 

31 

18 A1at Kelengkapan 
DPRD 

BABVI 
ALAT KELENGKAPAN DPRD 

Bagian PeFtaRia 
Pasal 33 

(1) A1at kelengkapan DPRD terdin atas: 
a. pimpinan; 
b. Badan Musyawarah; 
c. kornisi; 
d. Badan Kehormatan; 
e. Badan Anggaran; 
f. Badan bsgislasi Daerah dan 
g. alatkelengkapan lain yang diperiukan dan dibentuk oleh Rapat Paripuma. 

BABVI 
ALAT KELENGKAPAN DPRO 

Bagian Kesatu 
Pasal 33 

(1) Alai kelengkapan DPRD tardiri atas: 
a. pimpinan; 
b. badan Musyawarah; 
c. komisi; 
d. bad an Kehormatan; 
e. badan Anggaran; 
f. badan Pembentukan Peraturan Daerah; dan 
g. alaikelengkapan lain yang diperiukan dan dibenluk oleh Rapal Paripuma. 

Pasal 
disempurnakan 

33 

(2) Kepemimpinan alaI kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
bersifat kolektif dan kolegial. 

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bersifal 
koleklif dan kolegial 

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. 
(4) Komisi, Badan begislasi dan Badan Kehormatan seea", ba~\ala tiap 3 (liga) 

bulan sekali harus menyampaikan taporan kegiatan yang lelah di lakukan dan 
rencana kegiatan yang akan diJalankan 3 (tiga) bulan kedepan kepada 
pimpinan DPRD. 

(3) Dalam menjalankan lugasnya, alai kelengkapan dibanlu oIeh sekretanat dan dapal 
dibanlu oleh TIm pakar atau Tim Ahli. ' . 

(4) Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormalan setiap 3 
(liga) bulan sekali harus menyarnpaikan laperan kegiatan yang lelah di lakukan dan 
reneana kegialan yang akan dijalankan 3 (Iiga) bulan kedepan kepada pimpinan 
DPRD. 
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19 Penetapan Pimpinan 
DPRD 

Pasal 34 
(1 ) Pimpinan DPRD terdiri alas 1 (satu) orang kelua dan 3 (liga) orang 

wakil kelua yang berasal dan partai politik berdasarkan urutan 
perolehan kursi terbanyak diDPRD ~asil pamili~aR lImllm. 

(2) Ketua DPRD ialah anggola DPRD yang berasal dari partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. 

(3) Dalam hal lerdapallebih dan 1 (salu) partai politik yang memperoleh 
kursi tertJanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayal (2), ketua 
DPRD ialah anggola DPRD yang berasal dan partai politik yang 
memperoleh suara tertJanyak. 

(4) Dalam hal terdapallebih dan 1 (salu) partai politik yang memperoleh 
suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
penenluan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 
perolehan suara partai po1ilik yang labi~ Illas saearil ba~aRjaA!l. 

(5) Qalam tiel terdapBt lebiR daR satu palte1i pGlitik yeAI mempereleh 
kYrsi temaRyak peftama s8~aQaimaRa flimakswQ peda ayet (2) walEiI 
ketwB DPRQ iala~ QRggeta QPRQ yang barasal daR partai pelitil< yan§! 
memporoleR suam kutiaAyalt IEOdu8. IE8tiga oaR IE89mpat. 

(Ei) ~abila masih teRiapat kursi wallil ketYiii DPRD yeAS belwm tansi 
Q9bagaimaRB dimaksud ayat (5L maka luusi '.vakil Itetua diisi eleR 
QRgg8ta QPRQ yang barasal dan pal'tai pelitik yang mempemleR IEYRSi 
temaAyak keduQ. 

(1) Qelam Ral t8ma~at IQ9ih de" 1 (satu) paftai palitil< yaRfj mempereleA 
kYmi temaRyak kedua sama, "'aldl I(stue seoagaimaAa efimal(sud 
pada ayat (6) ditel"lwl<aR berdasarka:R WRltaR J1asil pemleJ1aR swam 
t9maAyak. 

(S) Qalam Ral terdapat I8biR da" 1 (satu) paRai pBlitil( yeRg memperol8R 
kYJSi tBmaRyak kegYQ seba!JaimaAa dimalu;ud pada ayat (6), 
peflentuaR ..vakil ketwa QPRQ se6ayaimaRa gimaltsuo paaa ayat (7) 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Pasal 34 
Pimpinan DPRD terdiri alas 1 (satu) orang kelua dan 3 (tiga) orang wakil 
kelua yang berasal dan partai polilik berdasarkan unitan perolehan kursi 
terbanyak di DPRD. 
Kelua DPRD ialah anggola DPRD yang berasal dan partai politik yang 
memperoleh kursl terbanyak pertama diDPRD. 
Dalam hal terdapallebih dan 1 (salu) partai politik yang memperoleh kursi 
tertJanyak pertama sebagaimana dimaksud psda ayal (2), kelua DPRD ialah 
anggota DPRD yang berasal dan pallai politik yang memperoleh suara 
tertJanyak. 
Dalam hal lerdapat lebih dan 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 
tertJanyak sarna sebagaimana dimaksud pada ayal (3) penentuan ketua 
DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai 
politik yang paling merata urulan pertama. 
Dalam hal terdapat lebih dan salu partai politik yang memperoleh kursl 
lertJanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayal (2) wakil kelua DPRD 
ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara 
lertJanyak kedua, ketiga dan keempal. 
Dalam hal ketua DPRD ditelapkan dari anggola DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), wakil kelua DPRD dilelapkan dari anggota DPRD 
yang berasal dan partai politik yang memperoleh kursi lerbanyak kedua, 
ketiga, dan/atau keempal sesuai dengan jumlah wakil kelua DPRD. 
Dalam hal kelua DPRD ditetapkan dan anggola DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), wakil kelua DPRD diletapkan dari anggota DPRD 
yang berasal dan partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak 
kedua, ketiga, danlatau keempat sesuai dengan jumlah wakil kelUa DPRD. 
Dalam hal kelua DPRD dilelapkan dari anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayal (5), wakil ketua DPRD dilelapkan dan anggota DPRD 
yang berasal dan partai polilik yang memperoleh persebaran suara paling 

Pasal 34 
disempumakan 

dilahukaR b8rdasaRtaR PBfS9baRIA ..,ilayah pemlenQR suare paRai merala urutan kedua, ketiga, dan/alau keempat sesuai d~an jumlah wakil 
pBlitil< yaRg lebih lues seGara bQ~9RjaAg. ketua DPRD. 

, 

20 Pimpinan Semenlara Pasal 35 
(1) Salama pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 

belum lerbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD 
dengan tugas pokok memimpin rapal - rapal DPRD. memfasilitasi 
pembenlukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata lertib DPRD, 
dan memproses penelapan pimpinan DPRD definttW. 

(1) 
Pasal 35 

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 belum 
lerbenluk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas 
pokok memimpin rapat-rapal DPRD, memfasililasi penmenlukan fraksi, 
menyusun rancangan peraturan tata lertib DPRD, dan memproses 
penetapan pimpinan DPRD definttW. 

Pasal 35 
disempumakan 
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(2) Pimpinan semenlara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayal (1), terdiri 
alas 1(sate) orang ketua dan 1 (salu) orang wakil ketua yang berasal dan 2 
(dua) partai politik yang memperoleh kursi lerbanyak pertama dan kedua di 
DPRD. 
Dalam hal lerdapal lebih dan salu partai politik yang memperoleh kursi 
lerbanyak sama, kelua dan wakil kelua semenlara DPRD dilenlukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkulan. 

(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) lidak 
mencapai kesepakalan, kelua dan wakil kelua semenlara DPRD berasal dan 
partai politik berdasarkan urulan perolehan suara dalam pemilihan umum. 

(2) Ilimpinan semenlara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
lerdirialas 8QOF<lR~ kelua dan 8QOF<lR~ wakil kelua yang berasal dan 2 
(dua) partai polilik yang memperoleh kursi lerbanyak pertama dan 
kedua di DPRD. 

(3) iIflSIlila lerdapal lebih dan salu partai polilik yang memperoleh kursi I (3) 
lerbanyak sarna, kelua dan wakil kelua semenlara DPRD dilentukan 
secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkulan I'ang ada oi 
QAAQ, 

Penelapan dan 
Peresmian Pimpinan 

Pasal 37 
(1) Kelua dan wakil kelua diresmikan dengan kepulusan gubemur. 
(2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabalannya mengucapkan 

sumpahljanji sebagaimana dialur dalam pasal 8, yang dipandu kelua 
pengadilan negen diRadapaA liipat paripwma istime"'a gPRfJ 
KabwpatBRTwlEulg B8\';'iAg. 

(3) PimpiR8R gPRQ yaAg bemalsAgaR meRgueaphaR sYmpaR~aRji 

bersama G9mB sebagaimaAQ dimaltsWB ayat (2) RlBAgweapltS'R 
sum~ah~aRji yaRB dipaRdw Bleh l<et~uJ pBRgadilan Aegeri. 

(4) Dalam hal kelua pengadilan neqeri sebagaimana dimaksud dalam ayal 
(3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu 
oleh wakil kelua pengadilan negeri. 

(5) Dalam hal wakil kelua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 
dalam ayal (4) bertlalangan, pengucapan sumpahljanji pimpinan 
DPRDdipandu oleh hakim senior pada pengadilan neqeri yang dilunjuk 
oleh kelua pengadilan negeri. 

(6) Masa jabalan pimpinan DPRD msngil\wti masa jabataR aR~~Qta 
QAAQ, 

Pasal 37 
(1) Kelua dan Waki/ Kelua DPRD diresmikan dengan Kepulusan Gubemur. 
(2) Pimpinan OPRO sebelum memangku jabalannya mengucapkan 

sumpahfjanji sebagaimana dialur dalam Pasal 8, di gedung DPRO yang 
dipandu Kelua Pengadilan Negen. 

(3) Dalam hal pengucapan sumpahfjanji di gedung DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) karena alasan lertenb;j lidak dapal dilaksanakan, 
pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dspat d~aksanakan di lempal 
lain. 

(4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayal (3) 
berhalangan, pengucapan sumpahfjanji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil 
kelua pengadilan negen. 

(5) Dalam hal wakil ketua pengadilan neqeri sebagaimana dimaksud dalam ayal 
(4) berhalanqan, pengucapan sumpahljanji pimpinan DPRDdipandu oIeh 
hakim senior pada pengadilan negeri yang dilunjuk oleh ketua pengadilan 
negeri. 

(6) Masa jabalan pimpinan DPRD lemilung sejak langgal pengucapan 
sumpahljanji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhimya masa 
jabalan keanggotaan DPRD. 

Pasal 37 
disempumakan 

Pembemenlian 
Pimpinan DPRD 

Pasal40 
(1) Usul pemberteruian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal38 dilaporkan dalam rapal pariouma oleh pimpinan DPRD. 
(2) Pembementian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal 

(1) dilelapkan dalam Rapal Panpuma. 
(3) Pembementian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal 

(2) dilelapkan dengan Keputusan DPRD ~aR dilon~llapi osn~aR bolita 

Pasal40 
(~) Usul pernberhentien pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 

38dilaporkan dalam rapal pareurna oleh pimpinan DPRD. 
(2) Pember1lentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilelapkan dalam Rapal Paripuma DPRD. 
(3) Pember1lentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 

dilelapkan dengan Kepulusan DPRD. 

Pasal 40 
disempurnakan 

(
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Pasal 41Pasal 41 Pasal 41 
I (1) Keputusan DPRD lenlang PemberhenUan Pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan disempumakan 

dalam Pasal 1Q disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubemur melalui 
(1 )	 Keputusan DPRD ten tang ~ pemberhentian 68sagaimaReil (:jimai'isw{j 

DPRD kepada gubemur melalui bupaU untuk peresmian pernberhentiannya. 
bupati unluk peresmian pemberhentiannya. I (2) Peresmian pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan kepulusan gubemur.(2)	 P8m~8~QA~aR pim~iAaA QPRQ dirllS~il(aA oleh gWgeFRYF atas Aa~a MElAteri 
Qalam ~IBg8A; 

(3)	 Peresrriai pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
 
ayat(2)ditelapkan dengan kepulusan gubernur.
 

Pasal 42Pasal 42 Pasal 42 
(1 ) PeRgisiaR pimpinan DPRD yang bethenti slaw dibomoRtikaR sebagaimana ! (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berasal disempumakan 

dari parlai politik yang sarna dengan Pimpinan DPRD yang bementi,dimaksud dalam Pasal39 arat (4) maiko ltek:II~k:JaR bef4aku pasel 35. 
(2)	 P8R9tapaR pimpinan DPRD &9bagaimaRQ Oimik5Y~ pede aye' (1) I (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Par\ai Polilik 

oilaltS9naltQR €Islam Rapat Paripuma DPRD &89aaaimEJF~a siJRaksYd dslam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)unluk diumumkan dalam Rapat Paripuma DPRD dan 
D ........I ')7 "' ...n O~...L.jjl
 ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 

Pasal 43 Pasal 43 Pasal 43 
DPRD 
Tugas Pimpinan23 

(1) Pimpinan DPRD mernpunyai Iugas: disempurnakan(1) Pimpinan DPRD mempunyai lugas : 
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil kepulusan; 

mengambil kepulusan; 
a.	 memimpin sidang - sidang dan menyimpulkan hasil sidang unluk 

b.	 menyusun rencana ke<ja pimpinan dan mengadakan pembagian kena anlar kelua dan 
waldl kelua;
 

antar kelua dan wakil kelua;
 
b.	 menyusun rencana ke<ja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja 

c.	 metakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan maleri 
c.	 melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 

danmaleri kegialan dari alatkelengkapan DPRD; d.	 meniadi juru bicara DPRD; 
e.	 melaksanakan dan memasyarakalkan keputusan DPRD;d.	 menjadi koordinalor pada salah salu komisi; 
f.	 mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembagatlnstansi lainnya;e.	 menjadi junu bicara DPRD; 
g.	 mengadakan konsultasi dengan bupati dan inslansi vertikal lainnya sesuai denganf.	 melaksanakan dan memasyarakalkan keputusan DPRD; 

keputusan DPRD;g.	 mewakili DPRD dalam bemubungan dengan Lembaga t Instansi lainnya; 
h. mewakili DPRD diPengadilan; 

sesuai dengan kepulusan DPRD; 
h.	 mengadakan koosultasi dengan bupali dan inslansi pemerintah lainnya 

i.	 melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penelapan sanksi atau rehabilitasi 
anggota sesuai dengan kelenluan penundang-undangan;i.	 mewakili DPRD di Pengad~an; 

j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekrelarial DPRD yang pengesahannya 
alau rehabililasi anggota sesuai dengan kelenluan penundang-undangan; 

j.	 melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan ketentuan sanksi 
diiakukan dalam rapat paripuma; dan 

k. menyampaikan laporan kine~a pimpinan DPRD dalam rapat paripuma DPRD yang 
peng~oahannya dilakukan dalam rapat paripuma; dan 

k.	 menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang 
khusus diadakan unluk itu. 

I.	 menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapal paripuma I (2) Dalam halsaiah seorang pimpinan DPRD berhalangan semenlara kurang dan 30 (tiga pUluh) 
DPRD yang khusus diadakan unluk itu. hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah unluk menenlukan salah satu pimpinan 

DPRD unluk melaksanakan Iugas pimpinan DPRD yang berhalangan semenlara sampai(2) PQlah;S8Raan wgas pimpinBn QPRQ oilakYlu)A SB9iiFa kol&l«if l(oIB~ial. 

dengan pimpinan yang bersangkUlan dapal melaksanakan Iugas kernbali. 
lem..lis, Utileh dapat ........I .. Lo-s ...nz!mn wga8 S9GBFe b8Ft:eleRjutaA ateY I (3)	 Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dan 3D (tiga puluh) 

hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang belt1alangan semenlara mengusulkan kepada 
pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai potitik lerse!Jut untuk 
melaksanakan lunas pimoinan DPRD vane berhalanqan semenlara. 

(3)	 A+1a~ila kewa ata.. "skil ketua mQAiR~Bal dURia, mBnguAdu~taA ~iFi SBGara 

\
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24 Komisi 

2
 
(1) 

(2) 

Pasal 46 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk (1) 
oleh DPRD pada awal masa jabalan keanggotaan DPRD. 
Sefiap anggola DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah I (2) 

Pasal 46 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat letap dan dibenluk oleh 
DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 
Sefiap anggota DPRD keaJali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah salu 

salu komisi. 
(3)	 Jumlah komisi-l<omisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi. 
(4)	 Jumlah anggota setiap Kornisi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) minimal 

berjirnlah 8 (delapan) orang dan maksimal berjurnlah 12(dua betas) orang. 
(5)	 Kelua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi, 

unluk selanjutnya dilaportan daR l{eRlw~iaA ~js9siali&a6iltaR kepada selwFYk 
Qnggota ~91a1yi rapat paripuma DPRD. 

(6)	 Penerrpatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain, 
didasaikan atas usul Fraksi dan dapal dilakukan sefiap awal tahun. 

(7)	 Keanggotaan dalarn Komisi dipuluskan dalam rapat paripuma DPRD atas usul 
fraksi pada awal tahun. 

(8)	 Masa tug as anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua selengah 
tahun. 

(9)	 Anggola DPRD pengganti anlar waktu menduduki tempal anggota Komisi 
yang digantikan. 

Pasal48 
Komisi mempunyai Iugas ; 
9.	 ~emp(lFtaRaRkaR dan mem8liha~ keRJltWRBn Rasian;1 seFta kel:lW~aA ~lo9aFa 

Kesatu9R R8~Ul1li1( IA~8n8sia oaR daOFaRj 
b.	 melakukan pembahasan tertladap raocangan peraturan daerah, dan 

rancangan kepulusan DPRD; 
C.	 melakukan pengawasan lerihadap pelaksanaan ~9",~a"y~"a", ~B"'8FiAta~a", 

ElaA kemafiysrakataA Ei9suai (jeRSaA l1i€laAg I((~misi masin§ masiRS; 
d.	 membanlu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang 

disampaikan oleh bupati dan masyarakal kepada DPRD; . .. .. 
e.	 menerima, menampung dan membahas serta rnenrndaklanJuti asprasi 

masyarasat . . '.
f. memperhafikan upaya penrngkalan keselahteraan rakyal dl daerah, . 
g.	 melakukan kunjungan kerja komis; yang bersangkutan alas persernruan 

pimpinan DPRD; .
h.	 mengadakan rapat ke~a dan dengar pendapat; 
i.	 mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang lermasuk dalam ruang lingkup 

bidang tugas masing-masing komisi; 
j.	 memberikan laporan lerlulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas komisi; 

komisi. 
(3)	 Jumlah komisKomisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) komisi. 
(4)	 Jumlah anggola setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal 

berjurnlah 8(delapan) orang dan maksimal be~urnlah 12(dua belas) orang. 
(5)	 Kelua, wakil ketua, dan sekretaris kornisi dipilih dari dan oleh anggota komisi, untuk 

selanjutnya dilaporkan dalam rapal paripurna DPRD. 
(6)	 Penempalan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain, 

didasarkan atas usul Fraksi dan dapal dilakukan sefiap awal tahun. 
(7)	 Keanggolaan dalam Komisi dipuluskan dalam rapat paripuma DPRD atas usul fraksi 

pada awal tahun anggaran ini. 
(8)	 Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua selengah 

Iahun. 
(9)	 Anggota DPRD pengganfi anlar waktu menduduki lempat anggota Komisi yang 

diganfikan. 

Pasal48 
Komisi mennpunyai tugas ; 
a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 
9 

. 

h.
'.. .	 . 
I. mengaJukan usul. kepada Plmplnan DPRD yang lermasuk dalam ruang hngkup 
. bldang ~gas maanq-masnq kornisi; . . . 
J. membenkan laporan tertulls kepada P,mplnan DPRD lenlang hasil pelaksanaan 

tugas komlsl 

mengupayakan tertaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang+undangan; 
melakukan pembahasan lerihadap rancangan Peraluran Daerah, dan Rancangan 
Keputusan DPRD; 
rnelakukan pengawasan lerhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan 
ruang lingkup tugas komisi; 
membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang
 
disampaikan oIeh Bupati dan masyarakal kepada DPRD;
 
menerirna, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakal;
 

memperhalikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyal diDaerah;
 
melakukan kunjungan ke~a Komisi yang bersangkutan alas perserlujuan Pimpinan

DPRD'
 

menqadekan rapal keria dan dengar pendapat;
 

Pasal 40ayal (5)dan ayat 
(7) disernpurnakan 

Pasal 48disempumakan 

, 
\, 
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Badan Kehonnatan25 

Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah 

26 

3 

Pasal 49 
(1)	 Badan Kehonnalan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat 

kelengkapan DPRD yang bersitat telap dan ditelapkan dengan 
Kepulusan DPRD. 

(2)	 Anggota Badan Kehonnalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dipilih dari dan oleh 3Oggota DPRD ~BR~aR kalBnlwan yang ~iatijr 

seeara t8FS8R8iri bemasaAtem tata teRib pemiliR8A. 
(3)	 Jumlah anggola Badan Kehonnalan sebanyak 5 (lima) orang. 
(4)	 Pimpinan Badan Kehonnalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri alas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dandan 
oleh anggola Badan Kehonnatan. 

(5)	 Anggota Badan Kehonnatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilelapkan dalam rapat paripuma DPRD berdasarkan usul dari 
masing-masing traksi. 

(6)	 Anggota DPRD pengganli anlar waklu menduduki tsmpat anggOla 
Badan Kehonnatan yang diganlikan. 

(7)	 Masa tugas anggota Badan Kehonnatan ditetapkan dua setengah 
tahun 681" dallat d~i1i~ I<QR\8ali ~Br~i5iift€aR YaYls" daR fmksi. 

(8)	 Badan Kehonnalan sebagaimana dimaksud pada ayal(1) dibantu oleh 
sekretarial yang secara fungsional dilaksanakan oIeh sekrelarial 
DPRD. 

BADAN lEGISIJ\SI DAERAH 
Pasal 58 

Badan lagi5li15i Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifal 
tetap, dibentuk dalam rapal paripuma DPRD. 

PasaJ 59 
(1)	 Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibenluk pada I (1) 

pennulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang; 
(2)	 Jumlah anggota Badan Legis/asi Daerah ditetapkan dalam rapat I (2) 

paripuma menurut perimbangan dan pemeralaan jumlah Anggola 
Komisi; 

(3)	 Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah I (3) 
anggota satu komisi di DPRD yang bersangkulan; 

(4)(4)	 Anggola Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing traksi. 

4 

Pasal 49 
(1)	 Badan Kehormalan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan 

DPRD yang bersifat telap dan ditelapkan dengan Keputusan DPRD. 
(2)	 Anggola Badan Kehonnatan sebagaimana dimaksud pada ayal(1)dipilih dari 

dan oleh anggota DPRD. 
(3)	 Jumlah anggota Badan Kehormalan sebanyak 5 (fima) orang. 
(4)	 Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

alas seorang kelua dan seorang wakil kelua yang dipilih dan dan oleh 
anggota Badan Kehonnatan. 

(5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelapkan 
dalam rapal paripuma DPRD berdasakan usul dan masing-masing traksi. 

(6)	 Anggola DPRD pengganti 30tar waktu menduduki tempat anggota Badan 
Kehonnatan yang digantikan. 

(7)	 Masa lugas anggota Badan Kehonnatan dilelapkan dua setengah tahun. 
(8)	 Badan Kehormalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibantu oleh 

sekretariet yang secara fungsional dilaksanakan oJeh sekretariat DPRD. 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
Pasa! 58 

Badan Pembenlukan Peraluran Daerah merupakan alat ke~ngkapan DPRD yang 
bersital tetap, dibenluk dalam rapat panpuma DPRD. 

Pasal 59 
Susunan dan keanggotaan Badan Pemben~Jkan Peraturan Daerah dibentuk 
pada pennulaan masa keanggotaan DPRD dan pennulaan tahun sidang; 
Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam 
rapat parl~uma menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota 
Komisi; 
Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan 
jumlah anggola satu komisi diDPRD yang bersangkutan: 
Anggola Badan Pembentukan Peraluran Daerah diusulkan masing-masing 
fraksi. 

Pasal 49 ayat (2) dan 
ayat (7) 
disempumakan 

Pasal 
disempumakan 

58 

Pasal 
disempumakan 

59 
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Pasal 60 
(1)	 Pimpinan Badan f.s~islasi Daerah terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 

1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh anggota Badan 
ls~islas; Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat; 

(2)	 Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan l8~islasi 

Daerah bukan anggota: 
(3)	 Masa jabatan pimpinan Badan l8~;slasi Daerah paling lama 2 Yz (dua 

setengah) lahun. 
(4)	 Masa keanggolaan Badan l8~islasi Oaerah dapat diubah pada setiap 

tahun anggaran. 

Pasal 61 
Badan l8~islasi bertugas : 
a.	 menyusun rancangan program 18~islilsi daerah yang memuat daflar 

urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya 
untuk setiap lahun anggaran di lingkungan DPRD; 

b.	 koordinasi untuk menyusun program IB~islasi daerah anlara DPRD dan 
pemerintah daerah; 

c.	 menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan 
program prioritas yang telah d~etapka~; 

d.	 Inelakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi rancangan peraturan daerah Iersebut kepada pimpinan 
DPRD; 

e.	 memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang 
diajukan oleh anggota, komisi dan'atau gabungan komisi, di luar 
prioritas rancangan peraturan daerah lahun be~alan atau di luar 
rancangan peraturan daerah yang terdaflar dalam program le~islasi 

daerah; 
f	 mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap 

pembahasan, maleri muatan rancanqan peraturan daerah melalui 
koordinasi dengan komisi danlatau pani!ia Khusus; 

g.	 memberikan masukan kepada pimpinao DPRD atas rar.eangan 
peraluran daerah yang ditugaskan oleh Bad~ Musyawarah; 

h.	 membual laporan kine~a pada masa akhir keanggolaaan DPRD 
baikyang sudah maupun ya~g belum terselesaikan untuk dapat 
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggolaan 
berikutnya. 

\ 

4 

Pasal 60 
(1 ) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang 

ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah 
dan mufakat; 

(2)	 Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan 
Peraturan Oaerah bukan anggota: 

(3)	 Masa jabalan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 
2 Y,(dua setengah) lahun. 

(4)	 Masa keanggolaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah 
pada setiap tahun anggaran. 

Pasal 61 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah berlugas: 
a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat 

daflar urulan dan prioritas rancangan peraluran daerah beserta alasannya 
untuk seliap lahun anggaran di lingkungan OPRD; 

b. koorllinasi untuk menyusun program pembenlukan peraluran daerah anlara 
OPRD dan pemerinlah daerah; 

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program 
prioritas yang telah ditetapkan; 

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan peraturan daerah tersebut kepada pimpinan DPRD; 

e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang 
diajukan oleh anggota, komisi danlatau gabungan komisi, di luar prioritas 
rancangan peraturan daerah lahun berja/an atau di luar rancangan peraturan 
daerah yang terdaflar dalam program pembentukan peraturan daerah; 

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan, 
materi mualan rancangan peraluran daerah melalui koordinasi dengan komisi 
danlatau panitia khusus; 

g. memberikao masukan kepada pimpinan DPRD alas rancangan peraluran 
daerah yang dilugaskan oleh Badan Musyawarah; 

h. membuat laporan kineJja pada masa akhir keanggotaaan DPRD baikyang 
sudah maupun yang belum lerselesaikan unluk dapat digunakan sebagai 
bahan oleh komisi pada masa keanggOlaan berikutnya. 

(
 

Pasal 60 
disempumakan 

Pasal 61 
disempumakan 
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Bagian PeFtama Bagian KesaluPersidangan27 Pasal 63ayal(2) dan ayat 
PERSIDANGAN Persidangan (3)disempumakan 

Pasal 63Pasal 63 
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat (1) Pada awal masa jabalan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai paoa saat 

pengucapan sumpahf)anji anggota.pengucapan sumpahf)anji anggola. 
(2) Tahun sidang dibaSi dalaA1 3 (uga) masa sidang. (2) Tahun sidang 3 (uga) masa persidangan. 
(3) Masa pl!ISidangan melipuu masa sidang dan masa reses, kecuali pada (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada 

persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilal\wl\an lanpa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD masa reses diUadakan. 
masa reses. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari ke~a dalam 1 (salu) kali 

reses.(4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari ke~a dalam 1 (salu) kali 
reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseoranganlkelompok un!uk 

(5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseoranganlkelompok unluk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. 
mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membual laporan 

(6) Anggota DPRD secara perseorangan alau kelompok wajb membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud 
tertulis alas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana pada ayat (5) yang yang disampaikan kepada pimpinan OPRD dalam rapat 

paripuma.dimaksud pada ayat (5) yang yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam 
(7) Salama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapal oleh alat kelengkapanrapal paripuma. 

(7) Salama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapal oleh alat kelengkapan DPRD, kecualljika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapal 
DPRD, kecuali jikaada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapal. (8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah 

(8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh pirnpinan Df"RD mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah. 
selelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah. 

Pasal 64 Pasal 64Jenis Rapat Pasal 64 ayat (1) huruf j28 
(1) Jenis Rapat DPRD terdiri alas :(1) Jenis Rapat DPRD Ierdiri atas : dan ayat (11 ) 

a. rapat peripuma;a. rapel paripuma; disempumakan 
b. rapat paripuma isumewa;b. rapel paripuma isumewa; 
c. rapat pimpinan DPRD;c. rapat pimpinan OPRD; 

d. rapat fraksi; d. rapal fraksi; 
e. rapel konsultasi; e. rapat konsullasi; 

f. rapet bOOan musyawarah;f. rapat bOOan musyawarah; 
g. rapat komisi;g. rapel komisi; 
h. rapat gabungan komisi;h. rapel gabungan komisi; 
i. rapat badan anggaran;i. rapel badan anggaran; 

j. rapel badan Ie!jislasi daerah; j. rapat badan pembentukan peraturan daerah; 
k. rapat badan kehormatan;, . k. rapal badan kehormalan; , 
I. rapat panitia khusus;I. rapat panitia khusus; 
m. rapat ke~a;m. rapat ke~a; 

n. rapat dengar pendapat, dann. rapel dengar pendapal, dan 
o. rapat dengar pendapal umum.o. rapel dengar pendapal umum 

(2) Rapal paripuma merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua alau (2) Rapat paripurna merupakan rapat anggola DPRD yang dipiq>in oleh ketua alau 
wakil kelua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalann melaksaakan wewenang dan 
lugas DPRD, antara lain untuk menyeluiui rancangan peraluran daerah menjadi lugas DPRD, antara lain unluk menyelujui rancangan perauan daerah menjadi 
peraturan daerah dan menelapkan keputusan DPRD; peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD ~ 

----rI 
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(3) Rapat paripuma yang bersilat islimewa merupakan rapal anggOIa DPRD yang dipimpin oleh (3) Rapal paripurna yang bersifal istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang 
ketua atau wakil kelua unluk melaksanakan sualu acara tertenlu dengan lidak mengambil dipimpin oleh kelua alau wakil kelua unfuk melaksanakan suatu acara lertentu 
keputusan; dengan tidak mengambil keputusan; 

(4) Rapal pimpinan DPRD merupakan rapat para anggola pimpinan DPRD yang dipimpin oleh (4) Rapal pimpinan DPRD merupakan rapat para anggola pimpinan DPRD yang 
kellJa alau wakil ketua DPRD; dipimpin oleh kelua alau wakil kelua DPRD; 

(5) Rapal Iraksi merupakan rapat anggola fraksi dipimpin oleh kellJa fraksi alau wakil kefua (5) Rapal fraksi merupakan rapal anggola Iraksi dipimpin oleh kefua Iraksiatau wakil 
lraksi; ketua fraksi; 

(6) Rapat konsultasi adalah rapal anlara pimpinan DPRD dengan pimpinan Iraksi dan pimpinan (6) Rapal konsullasi adalah rapal anlara pimpinan DPRD dengan pimpinan fralsidan 
alaikelengkapan DPRD yang dipimpin oJeh pimpinan DPRD; pimpinan alaI kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD; 

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapal anggola Badan Musyawarah dipimpin oleh (7) Rapal Badan Musyawarah merupakan rapal anggola Badan Musyawarah dipimpin 
kellJa atau wakil kelua Badan Musyawarah; oleh kelua alau wallil kelua Badan Musyawarah; 

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggola komisi dipimpin oleh kelua alau wakil kelua komisi; (8) Rapal komisi merupakan rapal anggola komisi dipimpin oleh kema alau wakil 
(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapalkomisi-kernisi dipimpin oleh kelua alau wakil kefua kelua kernisi; 

DPRD; (9) Rapal gabungan komisi merupakan rapal komisi-komisi dipimpin oleh kelua alau 
(10) Rapal Badan Anggaran merupakan rapalanggola Badan Anggaran dipimpin oleh kefua alau wallil ketua DPRD; 

wakil kefua Badan hlggaran; (10) Rapal Badan Anggaran merupal<an rapal anggota Badan Anggaran dipimpin oleh 
(11) Rapal Badan begislasi Daerah merupakan rapat anggola Badan begislasi Daerah yang kelua alau wakil ketua Badan hlggaran; 

dipimpin 0100 kefua alau wakil ketua Badan b9~islasi; (11) Rapal Badan Pembenfukan Peraturan Daerah merupakan rapal anggola Badan 
(12) Rapat Badan Kehormalan merupakan rapat anggola Badan Kehormalan yang dipimpin oleh PembenllJkan PerallJran Daerah yang dipimpin oteh ketua alau wakil ketua Badan 

kelua alau wakil ketua Badan Kehormatan; Pembenlukan PerallJran Daerah; 
(13) Rapal panitia khusus merupakan rapal anggota panitia khusus yang dipimpin oleh kefua atau (12) Rapal Badan Kehormalan merupakan rapal anggola Badan Kehomnalan yang 

wakil ketua panitia khusus; dipimpin oleh kefua atau wak~ kelua Badan Kehormalan; 
(14) Rapat ke~a merupakan rapst an lara DPRD/Badan hlggaran.1<omisi gabungan komisilbadan (13) Rapal panitia khusus merupakan rapal anggOIa panitia khusus yang dipimpill oleh 

khusus dengan bupati alau pejabal yang dilllnjuk; ketua atau wakil ketua panitia khusus; 
(15) Rapal denpar pendapal merupakan rapat anlara DPRD dan Pemerinlah Daerah; (14) Rapal ke~a merupakan rapal anlara DPRDlBadan Anggaranlkomisi gabungan 
(19) Ksmisi ~8mal( memans§il SKpt' yeAS tidak memBRl:I~i "RElaAgeR (jalam FaRgl,; Fapat h8~a komisilbadan khusus dengan bupali atau pejabal yang dilunjuk; 

slaw RQQFiR§ GaRgan kemisi tef4tait atawKemisi b8fVt8RBAg mBia~8FkaA SK12Q ke~a~a (15) Rapal dengar pendapat merupakan rapal anlara DPRD dan Pemerinlah Daerah; 
S'dJ;la6/piFRpin8n apabila fidei( ~emeRyt:li YRtlaA§'Qn ~PRQ se~aAyak 6 (Iiga} kali. (16) Rapal den gar pendapal umum merupakan rapal anlara DPRD dan masyarakal 

(H) Rapat dengar pendapat umum merupallan rapat anlara DPRD dan masyarakal baik baik lembagalorganisasi kemasyarakalan maupun perorangan alau anlara kernisi, 
Jembagalorganisasi kemasyarakatan maupun perorangan alau anlara komisi, gabungan gabungan kernisi alau panitia khusus dan masyarakal baik lennbagalorganisasi 
komisi alau panitia khusus dan masyarakal baik lembagalorganisasi kemasyarakalan kemasyarakalan maupun perorangan. 
maupun perorangan. 

Pasal 65 Pasal 65 
(1) Rapal paripuma DPRD diadakan secara berkala paling sedikil 6 (enam) kali da/am 1 (sata) disempurnakan 

lahun masa sidang. 
(2) Rapal paripuma se/ain sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal dilaksanakan alas usul : 

a. bepau; 
b. pimpinan alaikelengkapan DPRD; atau 
c. anggola dengan jumlah paling sedikil1l5(salu perlima) dari jumlah anggola DPRD yang 

mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi. 
(3) Rapat paripuma DPRD diselenggarakan alas undangan ketua atau wakil ketua DPRD 

berdasarkan jadwal rap atyang telah ditelapkan oleh Badan Musyawarah; 
_, ........ r. ..... L. __•• _ """'_L .. ' .. : ~ a •• .1&_ 
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Pasal 68 
(1) Rapat DPRD yang bersifat tertJuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat 

paripurna isijmewa dan rapat dengar pendapat umum. 
(2) Rapat DPRD yang bersnat tertutup meliputi rapal pimpinan DPRD, rapat 

konsullasi, rapat Badan Musyawarah, rapal Badan Anggaran dan rapat Badan 
Kehormatan. 

(3) Rapat DPRD yang bersitat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup melipuij 
rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panma khusus, rapal Badan 
Legisl asi Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. 

Pasal 72 
(1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-fTlasing 

(hari dan jam kerja pemerintah kabupalen tulang bawang) dengan mengacu 
pada ketentuan peraluran perundang-\Jndangan. 

(2) Perubahan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditentukan dalam rapat selelah mendapat perselujuan Pimpinan DPRD. 

Pasal 74 
(1) seijap anggota DPRD wajibmenghadiri Rapat DPRD, baik rapat paripuma 

maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. 
(2) Anggola DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)wajib menandatangani daftar hadir rapat. 
(3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daflar hadir rapat 

tersendiri. 
(4) Anggola DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan repat, wajib 

mem!>eritahukan kepada pimpinan rapat 
(5) Undangan rapat dilakukan melalui Surat Undangan tertulis, dan dapat 

diduKung melalui Media Elektronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon. 
(6) setiap Rapat Paripuma Pimpinan dan Anggola DPRD diwajibkan memakai 

pakaian yang tercantum dalam surat undangan yaifw PSR'P€fzl'Pahaian Adat. 

Pasal 68 
(1) Rapat DPRD yang bersifatterbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripuma 

istimewa dan rapal dengar pendapat umum. 
(2) Rapat DPRD yang bersifattertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, 

rapal Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan. 
(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertulup meliputi rapat 

komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapal Badan Pembentukan 
Peraturan Daerah, rapat kerja dan rapat dengar pendapat. 

Pasal72 
(1) Han dan jam kerja DPRD adalah; 

a. hari senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; 
b. istirahatjam 12.00 s.d 13.00 WIB; 
c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan 
d. istirahatjam 11.30s.d 13.ooWIB. 

(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah: 
a hari senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; 

Han Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Puku113.00 s.d 16.00 WIB: dan 
b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang diletapkan Badan Musyaw2Tah, 

Rapat dapat dilaksanakan pada rna/am hari mulai pukul19.oo WIB ­ selesai. 
(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD. 
(4) Dalam hal Rapat lidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau 

alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempatlain yang ditentukan oIeh 
pimpinan DPRD. 

Pasal 74 
(1 ) Seliap anggota DPRD wajibmenghadiri Rapat DPRD, baik rapat paripuma maupun 

rapat alat kelengkapan sesuai dengan lugas dan kewajibannya. 
(2) Anggola DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib menandatangani daftar hadir rapat. 
(3) Para undangan yang menghadiri rapal DPRD, disediakan daftar hadir rapat 

tersendiri. 
(4) ,'lnggOla DPRD yang hadir apabHa akan meninggalkan ruan9an rapat, wajib 

memberitahukan kepada pimpinan rapat. 
(5) Undangan rapat dilakukan melalui Sural Undangan tertulis, dan dapal didukung 

melalu; Media Eleklronik seperti SMS, Email, Faximile, dan Telepon. 
(6) setiap Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai pakaian 

sesua yang tercantum dalam surat undangan. 

Pasal 68 ayat (3) 
disempumakan 

Pasal 72 disempumakan, 
disesuaikan dengan 
Keppres Nomor 68TaIlun 
1995 tentang Han Kerja di 
Lingkungan Lembaga 
Pemerintah. 

Pasal74 disempumakan 

(, 
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29 Kuorum Pasal 76 Pasal 76 Pasal 76 
(1) 
(2) 

Setiap rapat DPRD dapal mengambil keputusan bila memenuhi kuorurn, 
Rapal paripuma memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

(1) 
(2) 

Seliap tapalDPRD dapat mengambil kepulusan bila memenuhi kuorum. 
Rapat paripurna memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

disempumakan 

apabila : 
a. dihadin sekurang-l<urangnya 3/4 (tiga per empal) dan jumlah anggDla 

DPRD unluk pengambilan perselujuan hak angkel dan hak menyalakan 
pendapat serta mengambil kepulusan mengenai usulan pemberflentian 
bupati atau wakil bupati. 

apabila : 
a. dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (liga per empaQ dari jumlah anggOla 

DPRD untuk pengambilan perselujuan hak angkel dan hak menyalakan 
pend apat serta mengambil keputusan mengenai usulan pemberhenlian 

b. rapal dihadin sekurang-l<urangnya 213 (dua per tiga) dan jumlah anggDla bupati atau wakil bupati; 
DPRO un/tik memberhenlikan pimpinan DPRD serta un/tik menelapkan b. tapal dihadiri sekurang-kutangnya 213 (dua per liga) dan jumlah anggola 
peraturan daerah alau APBD. DPRD unluk membertlentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan 

c. rapat dihadin oleh lebih dan 112 (satu per dual dan jumlah anggota OPRD peraturan daerah alau APBD; dan 
unluk rapal paripurna selain rapal sebagaimana dimaksud huruf a dan c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) darijumlah anggola DPRD 
b. untuk rapat paripuma selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan 

(3) Kepulusan rapat panpurna sebagaimana dimaksud pada ayal (2) apOOila 
dianggap sah 
a. disetujui sekurang-turangnya 213 (dua per tiga) dan jumlah anggDta yang 

hadir untuk rapal sebagaimana dimaksud ayal (2) huru! a. 

(3) 
b. 

Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayal (2) apabila 
dianggap sah 

b. diselujui oIeh lebih dari 112 (satu per dual dan jumiah anggola DPRD a. diselujui sekurang-kurangnya 213 (duaper tiga) dan jumlah anggola yang 

yang hadir untuk rapal sebagaimana dimaksud ayal (2) huruf b. hadir untuk rapat sebajarnana dimaksud ayat(2) huruf a; 
c. diselujui dengan suara lerbanyak untuk repat sebagimana dimaksud ayal b. diselujui oJeh lebih dan 1/2 (salu per dual dari jlJ(ll/ah anggola DPRD 

(2) huruf c. yang hadir unluk rapat sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf b; dan 
(4) ApOOia kuorum sebagaimana dimaksud ayal (2) tak lerpenuhi maka rapal C. diselujui dengan suara terbanyak unluk rapat seb<gimana dimaksud ayal 

dilunda paling lama 2 (dua) kali dengan lenggang waklu masing-masing tidak (2) huruf c. 
lebih dari 1 (salu) jam. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) lak lerpenuhi maka rapat

(5) 

(6) 

Apabila pada akhir waktu penundaan rapal sebagaimana dimaksud ayal (4), 
kuonrn belum juga lerpenuhi, pimpinan rapal menunda rapat paling lambat 3 
(liga) han atau sampai waklu yang dilelapkan badan musyawarah. 
Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud ayal (5) kuorum 
sebagaimana dimaksud ayal (2) belum lerpenuhi, lerfladap kelentuan 

(5) 

dilunda paling lama 2 (dua) kati dengan lenggang waktu masing-masing tidak 
Iebih dan 1(salu) jam. 
Apabila pada akhirwaklupenundaan rapal sebagaimana dimaksud ayat(4), 
kuorum belum jugalerpenuhi, pimpinan rapat menunda rapatpaling Iambat 3 

sebagaimana ayat (2) huruf a dan i;!YRwk f)slaksQASaA ~ak BA§ket ~al( (tiga) harialausampai waktu yang ditelapkan badan musyawalilh. 
1iA8R)'iital,aA peREIapat daR m8m~QmeR§kaR pimpiRQR gPRQ SiFts (6) Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud ayal (5) kuorum 
mBR'GtaphaA JjofahuaR Elaeratl, rspet tidak dapat mengambil keputusan daA sebagaimana dimaksud ayal (2) belum terpenuhi, lerhadap kelenluan 
rapatpaRpu~a QPRG t4~aI( daJ1at:iwlaA!J lagi. sebaga;mana ayat (2) huruf a dan huruf b rapal tidak dapal mengambil 

(7) ",aBita s8tQla~ p9RuRt1aaR G9ba§aimSR6I Elimakswd pads ayat (5), IUJ8Nm keputusan. 
s8liBigetimBAB ~a~a ay-at {oa} jW§Q bolwm lerpoAI:IRi 18~a~aJ7 hSt15Atl'8A (7) Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (5), kuorum 
sBtiJagaimaRCI ayat (2) hWFyf b 13AW!E Rl8RstapiEaR A PEaQ, Fef3;' tidalE daf3at sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, tehadap 

(8) 
Rl8~:9amB;J k9pllllblSaR "aA ~8R}'8IB6aiaRA)'a EliS8FaAkSR k8pa~a gl:lbBMYF. 
Apabila selelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayal (5), kuoru m 
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) belum juga IerpenUhi, lehadap 

kelenluan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf c, eara 
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi; 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf C, cara (8) Setiap penundaan rapat, dibual berita acara penundaan rapat yang 

penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi; d~andatangani oleh pimpinan rapal. 
(9) Senap penundaan rapal, dibual benta acara penundaan rapal yang 

dilandalanoani oleh Dimoinan raDat i , 
~ 
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30 Tala Cara Persiapan Pasal 79 Pasat 79 I Pasal79 disempumakan 
Pembenlukan (1) Rancangan peraluran daerOO dapat berasal dariDPRD atau Bupati; (1) Rancangan peraturan daerOO dapal berasal dariDPRD alau Bupati; 
Peraturan Daerah (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD alau bupati disertai (2) Rancangan peraluran daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai 

penjelasan atau kelerangan dan alau naskah akademik; penjelasan alau kelerangan dan alau naskah akademik; 
(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berdasal1<.an 

(3) Rancangan peraluran daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) program pembenlukan peraturan daerah; 
betdasarkan program lesislaci daerah; (4) Dalam keadaan lertentu, DPRD alau bupati dapal mengajukan rancangan peraluran 

(4) Dalam keadaan lertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan raneangan daerah diluar program pembentukan peraturan daersh. 
peraluran daerah diluar program legis'asi daerah. (5) Rancangan peraluran daerah di luar program pembenlukan peraturan daerah dapat 

dimual dallar kumulalif lertlUka yang lardiri alas: 
a, akibal putusan Mahkamah Agung; 
b. APBD; 
e. pembalalan atau klanfikasi dari Menlen Dalam Negeri atau Gubemur; 
d. perinlah dan peraluran perundang-undangan yang lebih tinggi selelah Prolegda 

dilelapkan. 
e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamalan alau nama lainnya; 

dan/alau 
f. pembenlukan, pemekaran dan penggabungan kampung atau kefurehan. 

Pasal 80 Pasal 80 Pasal80 disernpumakan 
(1) Raneangan peraturan daerOO yang berasal dari DPRD dapal diajukan oleh 1) Rancangan peraluran daerah yang berasal dan DPRD dapa! diajukan oleh anggola 

anggola DPRD, komisi, gabungan komisi alau badan Isgislasi; DPRD, komisi, gabungan komisi alau badan pembeolukan peraturan daerah: 
(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggola DPRD, komisi, 2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggola DPRD, komisi, gabungan 

gabungan komisi alau badan legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada komisi alau badan pembentukan peraluran daerah sebagaimana dimaksud pada ayal 
ayal (1) disampaikan secara Iertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan (1) disampaikan secara lertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan 
penjelasan alau kelerangan dan/alau naskah akademik, dallar nama dan alau kelerangan dan/alau naskOO akademik, dallar nama dan landatangan pengusul, 
landalangan pengusul, dan diberikan nomer pokok oleh sekretariat DPRD; dan dibenkan nomor pokok oleh sekretarial DPRD; 

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) oleh 3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan 
Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan begislas; Daerah untuk DPRD disampaikan kepada Badan pembentukan peraluran daerah untuk dilakukan 
dilakukan pengkajian; pengkajian; 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah '4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan pembenlukan peraluran 
sebagaimana dimaksud pada ayal(3) kepada rapal paripurna DPRD; daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) kepada rapal pariJUlla DPRD; 

(5) Rancangan peraturan daerah yang lelah dikaji oleh Badan begislasi Daerah 5) Rancangan peramran daerah yang lelah dikaji oleh Badan pembenlukan peraturan 
sebagaimana dimaksud pada ayal (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (4) disampaikan oIeh pimpinan DPRD 
kepada semua anggola DPRD selambat-lambatnya 7 (lujuh) hari sebelum kepada semua anggola DPRD selambaHambatnya 7 (tujuh) han sebelum rapal 
rapal raripuma DPRD; paripuma DPRD; 

(6) Datam rapal paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (5) : 6) Dalam rapal paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (5) : 
a. pengusul menoenkan penjelasan; a. pengusul membenkan penjelasan; 
b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan b. fraksi dan anggola DPRD lainnya membelikan pandangan; dan 
c. pengusul memberikan jawaban alas pandangan fraksi dan anggola e. pengusul memberikan jawaban alaspandangan fraks; dan anggola DPRD lainnya. 

DPRD laNmya. 
~I I ( I 
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(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah Fl Rapal paripuma DPRD memutuskan usul rancangan peraluran daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), berupa; sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: 
a. perselujuan; a. perselujuan; 
b. perselujuan dengan pengubahan; dan b. perselujuan dengan pengubahan; dan 
c. penolakan. c. penolakan. 

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, 18) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, 
gabungan komisi, badan Isgislasi daerah alau panitia khusus untuk gabungan komisi, badan pembentukan peraluran daerah atau pan~ia khusus 
menyempumakan rancangan peraturan daerah lersebut; untuk menyempumakan rancangan peraturan daerah lersebut; 

(9) Rancangan peraluran daerah yang telah disiapkan oleh DPRD 19) Rancangan peraluran daerah yang lelah disiapkan oleh DPRD disampaikan 
disampaikan dengan sural pimpinan DPRD kepada bupali. dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati. 

Pasal 84 Pasal 84 Pasal 84 
(1) Rancangan peraluran daerah dapat ditari< kembali sebelum dibahas 1) Rancangan peraturan daerah dapat dilarik kembali sebelum dibahas bersama disempumakan 

bersama oleh DPRD dan bupati. oleh DPRD dan bupali. 
(2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat dilarik 2) Rancangan peraluran daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 

kembali berdasarkan perselujuan bersama DPRD dan bupati. berdasarkan persetujuan bersania DPRD dan bupali. 
(3) Penarikan kembali rancangan peraluran daerah sebagaimana 3) Penarikan kembali rancangan peraluran daerah sebagaimana dimaksud pada 

dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan 
pimpinan DPRD dengan disertai alasan- alasan penarikannya. disertai alasan-alasan penarikannya. 

(4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana 4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 
dimaksud pada ayal (1) oleh bupati, disampaikan dengan surat bupati ayat (1) oleh bupati, disampaikan dengan sural bupati disertai alasan-alasan 
disertai alasan-alasan penarikannya. penarikannya. 

(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana 5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 
dimaksud pada ayal (2), dilakukan dalam rapat pembahasan ayat (2), dilakukan dalam rapal pembahasan rancangan psraturan daerah 
rancangan peraluran daerah antara DPRD dan bupali dengan disertai antara DPRD dan bupati dengan disertai persetujuan bersama. 
perselujuan bersama. 6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali lidak dapat diajukan kembali 

(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapal diajukan pada masa sidang yang sama. 
kembali. 

Pasal 86 Pasal 86 Pasal 86 ayal (6) 
(1) Rancangan oeratoran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 disempumakan 

ditetapkan oleh Bupali dengan membubuhkan landa tangan dalam diletapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda langan dalam jangka 
jangka waktu paling lambal 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan waktu paling lambal 30 (Iiga puluh)'nari sejak rancangan peraturan daerah 

. perauran daerah lersebut diselujui bersama oleh DPRD dan bupati. lersebut disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. 
(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 

ayal (1) tidak ditandalangani oleh bupati dalam waklu paling lambal 30 tidak ditandatangani oleh bupati dalam waklu paling lambat 30 (tiga pUluh) hari 
(Iiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebul disetujui sejak rancangan peraluran daerah lersebut disetujui bersama, maka rancangan 
bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah lersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib 
peraluran daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah, diundangkan dalam Iembaran daerah. 

( 
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(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah ini 
dinyalakan sah. 
Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus dibubuhkan pada halaman lerakhir peraturan daerah sebelum 
pengundangan naskah peraturan daerah kedalam lembaran daerah. 
Peraturan daerah berlaku selelah diundangkan dalam lemOOran daerah. 
Rancangan Peraturan daerah yang berbitan dengan APBD, pajak daerah, 
retribusi daerah dan tata ruang daerah sabelum diundangkan dalam lemOOran 
daerah hanus dievaluasi oIeh pemerlntah dan/atau gubemur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang ­ undangan. 
Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus 
disampaikan kepada pemerinlah dan/atau gubernur sesuai dengan kelentuan 
perundang--<Jndangan. 

3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka kalimat pengesahannya berbunyi : peraturan daerah inidinyalakan sah. 

4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah 
peraturan daerah kedalam lernbaran daerah. 

5) Peraturan daerah berlaku selelah diundangkan dalam lembaran daetah. 
6) Rancangan Peraturan daerah yang ber1laitan dengan RPJPD, RPJMD, Perangkat 

Daerah, Pemekaran daerah, APBD, pajak daerah, retribusi daernh dan tata ruang 
daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubemur 
sebagai Wakil Pemerinlah Pusat sesuai dengan ketentuan pernturan perundang­
undangan. 

7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan 
kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

31 PembertlenUan Antar 
Waktu 

Pasal 102 
(1) Pembertlentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal1 00ayal 

(2) huruf a, hurul b, huruf d, huruf " dan huruf g, dilakukan setelah 
adanya hasil penyelidikan dan veriflkasi yang dituangkan dalam Keputusan 
Badan Kehormatan DPRD alas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat 
dan/alau pemilih. 

(2) Keputusan Badan Kehonmalan DPRD mengena; pembertlentian anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) d~aporl<an oleh Badan 
Kehormalan DPRD kepada rapat paripurna. 

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehonmatan DPRD yang 
lelah dilapor1<an dalam rapat paripuma seOOgaimana dimaksud pada ayat (2). 
pimpinan DPRO menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRO kepada 
pimpinan partai polilik yang bersangkulan. 

(4) Pimpinan parlai poIi1ik yang bersangkutan menyampaikan kaputusan tentang 
pembertlentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lamoot 30 (tiga 
puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehonmalan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan pimpinan DPRD. 

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidal< 
memberikan keputusan pembertlenUan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehonmatan OF-nO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui OOpati untuk 
memperoleh peresmian pembertlentian. . 

(6) Paling lama 7 (tujuh) han sejak diterimanya keputusan pemberhenUan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupaf menyampaikan kepulusan 
IerneOOI kepada gubemur. 

(7) Gubemur meresmikan pembertlentian sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilerimanya Keputusan Badan 
Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik ten tang pemberhentian 
anggolanya dari bupati. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Pasa! 102 
Pembertlentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) 
hurul a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasi! 
penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan 
DPRD atas pengaduan dari pimpinan OPRD, masyarakal dan/alai pemilih. 
Keputusan Badan Kehonmatan DPRO mengenai pember1lenlian 8nggota OPRO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilapor1lan oleh Badan Kehonmatan DPRD 
kepada rapat paripuma. 
Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormam DPRO yang telah 
dilapor1lan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan 
DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehonmatan DPRO kepada pimpinan parlai 
politik yang bernangkutan. 
Pimpinan partai politik yang bernangkutan menyampaikaA keputusan tentang 
pembert1entian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling Iantlat 30 (tiga puluh) 
han sejak dilerimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2)dari pimpinan DPRD. 
Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lidzk 
memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimud pada ayat (4), 
pimpinan DPRD meneruskan Kepulusan Badan Kehormalan IJPRO sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalu; 
bupati untuk memperoleh peresmian pernberhenfien, 
Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pembelllentian sebagaimana 
dimaksud pada ayal (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusa!. 
Gubemur sebaoai WakH Pemerintah Pusat meresnAi pembertlentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (e. belas) hari sejak 
diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD alau kepullsan pimpinan partai 
poli~k tenlang pembertlenlian anggotanya daribupati, 

Pasal102 disempumakan 

( 
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32 Penggantian Pasal 104 Pasal 104 Pasal 104 
Antar Waktu (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waklu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) (1) Anggola DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 disempumakan 

digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara lerbanyak urutan berikutnya ayat (1) digantikan aleh calm anggata DPRD yang memperoleh suara terbanyak 
dalam daftar peringkal perolehan suara darl Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan urutan berikulnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Parlai Politik yang sama 
yang sama. pada Daerah Pemilihan yang sama. 

(2) Dalam hal calon Anggola DPRD memperoleh suara lerbanyak urutan berikutnya sebagaimana (2) Dalam hal calon Anggota DPRD memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya 
dimaksud pada ayal (1) meninggal dunia, mengundur\(an diri, atau Iidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundur\(an din, atau tidak 
sebagai eaton anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) digantikan oIeh lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
calon anggota DPRD yang memperoleh suara lerbanyak urutan berikutnya dan partai politik pada ayat (1) digantikan oleh calon anggola DPRD yang memperoleh suara Ierbanyak 
yang sama pada daerah pemilihan yang sama. urutan benkutnya dan partai politik yang sarna pada daerah pemilihan yang sarna. 

(3) Masa jabalan aflggota DPRD Pengganti Antar Waklu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjulkan sisa masa jabatan 
DPRD yang digantikannya. Anggota DPRD yang digantikannya. 

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggola DPRD yang diberhentikan antar waktu dan (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waklu 
meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU ~8Flg8R mQla~piFkaR f,otBGOPY dafter dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPUD yang telah ditegalisir 
GalOR 'stap daR (laAar pSRftgkat pemle~aA sYan~ ~rJFtai pelilik yaRg lleFsBAglw&aA yang telah dengan lembusan kepada partai politik yang bersangkUlan. 
dilegalisir dengan lembusarrkepada partai politik yang bersangkutan. (5) KPUD menyampaikan nama calon pengganti anlar waklu kepada pimpinan DPRD 

(5) KPU menyampakan nama calon pengganti antar waklu kepada pimpinan DPRD paling lambat paling lamoot 5(lima) han sejak dilerimanya sural pimpinan DPRD. 
5 (lima) hari sejak dilenmanya sural pimpinan DPRD. (6) Paling lama 7 (lujuh) hari sejak rrenerima nama caJon pengganti antar waktu dan KPU 

(6) Paling laI!l9aI 7 (tujuh) hari sejak menerrna nama calon pengganti antar waktu dan KPU sebagaimana dimaksud pad a ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan nanna anggota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD DPRD ymg dibertlentikan dan nama calon penggWlti antar waktu kepada Gubemur 
yang diberhentil\an dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubemur melalui bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui bupati. 
YRtwk disEl6ysikilA p8Ff1SemGAtiaA daR pOAg8AgltataRAya. (7) Dalam hal KPUD lidak menyannpaikan nama caJon pengganti anlar waktu dan/alau 

(7) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketenluan. 
menyampaikan nama pengganti antar waklu yang tidak sesuai dengan kelentuan pimpinan pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan parlai poIitik yang 
DPRD berdasa1<an hasil konflffilasi dengan pimpinan partai poIitik yangbersangkutan bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaklu dan parlai politik yang 
menyampaikan nama calon pengganti antarwaklu daripartai politik yang bersangkutan kepada bersangkUlan kepada Gubemur 5800gai Wakil Pemenntah Pusat melalui bupati. 
gubemur melalui bupati. (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggola DPRD yang diberhentikan 

(8) Paling lambat 7 jtujuh) han sejak menerma nama anggota DPRD yang diberhenlikan dan nama dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupali 
calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati menyampaikan menyampaikan nama anggola DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti 
nama anggota DPRD yang diberllentikan dan nama caton pengganti antar waktu kepada aotar waktu kepada Gubemur sebaqai Wakil Pemenntah Pusat. 
gubemur. (9) Paling lanna 14 (empat belas) hari sejak rnenerima nama anggola DPRD yang 

(9) Paling laI!l9aI14 (empal belas) han sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhenlikan diberhentikan dan nama calon pengganti anlar waklu dari gubemur seOOgaimana 
dan nama calon pengganti antar waktu dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimaksud pada ayal (8), gubemur meresmikan pembertlentian dan pengangkatannya 
gubernur meresmikan pembertlentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubemur. dengan keputusan gubemur. 

(10) Dalam hal Bupati lidak mengu,;""kan penggantian antarwaktu kepada gubemur seliagaimana (10) Dalam hal Bupali tidak mengusulkan penggantian anlarwaktu kepada gubemur 
dimaksud pada ayal (6) gubemur meresmikan penggantian antar waklu anggola DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubemur meresmikan penggantian antar waklu 
berdaserkan pemberilahuan dan pimpinan DPRD. anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD 

(11) Pengganti antar waklu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabalan anggota (11) Pengganti antar waktu anggota DPRD lidak dilaksanakan apabila sisa masa jabalan 
DPRD yang digantikan kurang dan 6 (enam) bulan. anggota DPRD yang digantikan kurang dan 6 (enam) bulan. 

(12) Dalam hal penbernentan antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa (12) Dalam hal pembertlentian anlarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa 
jabatan anggota DPRD kurang dan 6 (enam) bulan, pemberhenlian anggota DPRD tersebut masa jabalan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberl1entiafl anggota 
tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. 

(13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan akhirnya (13) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kosong sampai dengan 
masa iabatan anaaota DPRD. -, ____________-'I__"'be:::r::::ak"'h"'irn..,ra masa jabatan anggota DPRD 
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Pasall0T Pasa/l0T Pasal10T disempurnakan 
(1) Oalam hal anggota OPRO dinyatakan lerbukti bersalah karena rnetakuksn tindak pidana I (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan lerbukti bersaJah karena melakukan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayal (1) hurut a atau hurut b berdasarkan Dndak pidana sebagaimana dimaksud dalarn pasal 105 ayal (1) hurut a 
pulusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum letap, anggota DPRD atau hurut b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
yang bersangkutan diberhentikan tidak harllla! sebagai anggola DPRD. kekualan nukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberflentikan 

(2) Pembementian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertaku rnulai tanggal putusan sebagai anggota DPRD. 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum letap. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bedaku mulai 

(3)	 Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
sebagaimana dimaKsud dalam pasal 105 ayal (1) hurut a ateu hurut b berdasarkan (3)	 Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak 
pulusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota pidana sebagaimana dimaksud dalam pasall05 ayat (1) hurur a alau hurnf 
DPRD yang bersangkulan diaktitkan kembali Qpal:1ila masa jabatt=JRAya 118lwm bOfilkttir. b berdasarkan pulusan pengadilan yang lelah memperoleh kekuatan 

hukurn letap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifl<an kembali. 

Pasa/10B, 110, 116, 117, 
118,119,120,121 dan 
Pasal 122 dihilangkan 

Pasat 19S 

,..... " ..."... .•-'~~"""'''''''-'1''' r-·' .....·· ...··~---~··....~~......·· ~•• ...... .._ ... ,~....--_ .......
 

p9AyieikaA 6o~agaiFRaRa dimaliswd pad; a~'at (1) d9fil9t dilaliwliQA
 
f:i) Kat8A~aR EiobagaimiilAQ Elimal,sYd pada ayat (1) tiQak boFlakw apa~ila QR3gata gPRQ :
 

Q.	 tORaRsl(8P laRgeR ~olahukaR ~Adah pidQAQj 
b.	 t;;jis8R!JI,Q FRalahwl,QA liRliJak pidanQ k9jahatQn yaR!J diaAG8fM ttangaA pidanQ rRati
 

staw piElaAQ S8~Rnfr t:liElYF ala.. tiRQal< ~i~aRa j<ejat:latan te~aGap kBmaAYsiaaR daR
 
1'i8am9RaA AGsare beFfJesaJf(BR ~ukti permwlBBR yaRS Byky~; ataw
 

ti.	 eiflQRgka malalu:lkaR tinge" pidaAa k~Y6YS. 

BAS Yill 
PE.I¥U~IKft ~I 

Pasal110 
(1)	 pemaRgsilaR daR permiRtaaR ke~FaR§aA wAwk fleR~Etil(aR terkagap QRggota gPRQ
 

yaAg di(ijwga fR8lal(whaR ~AEtak pi~aRa ~aHls mBR~apat fjeFse!wjWQA tORwlis gan
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Bagian Katiga -
Surat Keluar 

Pa&a112Q 
(1 ) KQASep Gural ja"'a~aA ~aR'atatal tQRt)gapan Klmadap Gural maswlE yang dibwat elsR alat 

lUJ19AgliBf:'!tlR QP~Q disampaikan k9fi'ada piMpiRBn gPRQ ~9laluj 69krstsnQI QPRQ, 
(2) ozpsoila isi &WFat janraban yang dibYat sleh alat 1(9IaA~JH)f1aR gPRQ disBtYjWj 91~ 

PimpiAiul QP~Q, sUFal ja1l1atlan tBFS90Ut segors 9~{iRf¥tkaR I(spada ala~at yaR§' 
biF5QAgl'iUtan. 

(3) ~abila isi sl:tlra( jawaban sebafijaiFMBnB dimaltswfJ f1aga ayet (2) l€lak disetujwi oleh 
PimpiRBR QI2RQ, masala~uwa aka" tlibisBraltBR seRgan PiFMpinan alai kelsAgltapan 
QPRQ yaRg 99r68AgltwtaR. 

(4) A,abila p9FRbisaFaaR 69ssgaimsna simaksYd pasa al'BI (,) tidali meRgJtasilfiBR 
ke59f1altstaR, masalaJ1Aya diajwkan kefJilda QQ~aR •4wsyawarat:! untuh ilileRtwl(aA 
~9RyelesaiaR 69laAjwtnya. 

Pasal121 -
(1) Swrat keluQF; tBRIlBSwl( GUFat wAdsRgaR rapal QPRG\ tJif:aA~alaAgaRi eleh salah 699raRg 

aR§§'ola PimpiRan QPRIi' atay SokF9taris gPRQ alas Rama PimJliRaA Qf2RQ. 
(3) Kot8AWBR &9lJagaiA'lORQ (jimaIE&wd pada ava' (1) oiatYF 19~iR laRtyl eleR PimpiAsR 

QAAG, 

Psnl122 -
~) 
(2) 

P9AgiRm Gurat kolyar dilahwkaR 81Q~ SekFQtaFiat QI2RQ. 
SebeluFR ~il(iAmkaR I(sparja era~at yaRg tieFSBRgkytan, semya syret kelwar ojeatat ~aA 

di~8Fi Memor ageRda. 
(3) Sel(Fetar.iat QPRJ;> FR9Ayampaiitan tembYSaR SIIFat l(epatiQ alat IEBleA8kapBn QJ::tR(;l yaAg 

bSFSBRfj(.;UtaA daR kepada pihal: yaRg di~aA~aAg pe~w, 

(4) °pal3i1a PimpinaR QPRQ memaj:uJaFlg ~eFlY Gurat 1\Slusr lIapa' dif39maAyak daR 
dibagikaA kepada SelURelR elRggeta. 

33 Kelentuan Peralihan Pasal 123 Pasal 123 Pasal 123 
(1 ) Perubahen lerhadap Peraluran Iala lertib, dapal diajukan oleh sekurang-l<urangnya 10 (1 ) Perubahan lerhadap Peraturan talatertib, dapal diajukan oleh sekurang-l<urangnya 10 disempumakan 

(sepuluh) anggola DPRD, yang tidak hanya lerdin dan 1(satu) fraksi. (sepuluh) anggola DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1(satu) fraksi. 
(2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayal (1), dilakukan dalam rapal 

paripurna k~Yslllsdiati3kaA wRtuk !(8pe~WiA lerGs!;wt dan harus dihaiiri sekurang­ paripurna dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (salu per dJa) dari jumlah 
kurangnya 213 (~U~ ~OF tiS~) dan jumlah anggola DPRD. anggola DPRD. 

(3) Keputusan penelapan perubahan lerhadap peraturan lat~ lertib hanya dapal (3) Kepulusan penelapan perubahan terhadap peraturan lala tertib hanya dapat 
dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya sepafUh ~; tamliaR 1 (SitU) e1sFi dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dengan suara terbanyak. 
jwmlaR aRg89ta QPRQ yaAfJ hadir. 

34 Kelentuan Pen utup BAB XIX BAB XIX Judul XIX 
KEl"EiIl:r"~N PENUTUP PENUTUP disempurnakan 

Pasaf 124 Pasal 124 
Pada saal pe-aluran ini berteku, maka peraluran DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor Pada saat peraturan ini be~aku, maka peraturan DPRD Kabupalen Tulang Bawang Nomor 
01 Tahun 2010 lenlang Tala Tertib DPRD Kabupalen Tulang Bawang dinyalakan dicabut dan 01 Tahun 2010 tentang Tala Tertib DPRD Kabupalen Tulang Bawang dinyatakan dicabuldan 

1 
lidak berlaku lagi. lidak be~aku lagi. 



32 

1 

35 

2 

Penetapan dan 
Pengundangan 

3 

Pasal 125 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal llilela~kaR, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Menggala 
Dada tanggal Oktober 2014 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG 

KETUA, 

4 

Pasal 125 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 

Ditetapkan diTulang Bawang 
pada tanggal 2014 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG 

KETUA, 

Diundangkan di Tulang Bawang 
pada tanggal 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ..... 
NOMOR ... 

5 

Pasal 125 disempumakan. 

Frase 'pada tanggal ....2014" tidak 
perlu digaris bawahi. 
Tambahkan kolom 
penandalanganan pejabat yang 
mengundangkan dan 
peng undangan nya. 
Nama pejabat yang menetapkan 
tanpa pangkat dan gelar. 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M. RIDHO FICARDO
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